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Yang Komi Hormati: 
Sdr. Gubernur Suma1era Barat 
Sdr. Ketua dan wakil-wakil ketwa serta Anggota DPRD 
Prov. Sumbar 
Sdr-sdr Anggoto Forum Koordinasi Pimda, Ketua Pengadilan 
Tinggi dan Pengadilan Tinggi A~ama Prov. Sumbar. 
Sdr. Sekda, Ka. BPK-RI Perwakilan: Prov. Sumbar, Asisten, 
tenaga ahli, Ko. Badon clan Pinos di lingkungan Pemda Prov. 
Sumbar. 
Sdr. Rektor PTN/PTS, Pimpinan Ormas dan Parpol, pimpinan 
BUMN don BlJMP, hadirin dan hadirat serta rekan wortawon 
media cetok dan elektronik yang berbahagia. 

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan karunio-Nya kepada kita untuk 
dapat menghodiri sidang paripurna poda pagi hari ini. 
Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi 
Muhammad SAW, yang senantiasa menuntun umotnya 
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kejalan yang diberkahi oleh Allah SWT. Sesungguhnya 
kepoda Allohloh semuo uruson okan dikembolikon. 

Soudoro Gul:;>ernur, 
Muliakan, 

I 
Pimplnon don Hodirin Yang komi 

lzinkanloh Komi Pada kesempatan ini untuk 
menyompaikan ucopan terima kasih, kepada pimpinan 
Paripurna atas telah diberikannyo kesempotan Fraksl Portal 
Golkor untuk menyampoikan Pandangon umum terhadap 
Ranperda tentong : 
I. Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 
2. Penyelenggoraan pelayanan publlk 
3. Pemanfaatan dan penggunaan baglan jolon 
4. Tanggung jawab sosial qan llngkungan perusahaon. 
"i: 

Soudoro Gut>ernvr, Pimpinon, anggoto DPRD don Hadirin 

Yang kal'l"'i muliakon,. 
1 

Selanjutnya komi dari Fraksl Portal Golkar menyompaikan 
terima kasih yang sebesor besarnya kepada Saudara 
Gubernur yang teloh menyampalkan pengantor 
Rancongan Perdo tentang pertongoung jawaban 
peloksanoan APBD Provlnsl Sumbar tahun Anggaron 2014 
pod a tanggal 13 mel 2015 sebagai realisasi kewajiban 
kausitusional Gubernur Kepada DPRD sebagai wakll dan 
penyolur aspirosl masyarakat Sumatera Bora!. Kemudian 
pad a hari senln tanggal 18 mel 2015 telah dlsampalkan lag I 
3 (tiga) ranperdo yoitu Ranperdo tentong Pelayanon Publik, 
Ranperda tentong tongg\Jng jowab sosiol don lingkungon 
perusahoan, dan Ronperdo tentong pemanfaatan dan 
penggunoan bogion jolon. MOlkO sesuoi dengan mekonisme. 
pembahoson setiop Ronperdd dl D,PRD, poda pembahason 
tohap awol setlop fraksi okan menyompalkan pandangan 
umum masing mosing Froksi. Komi dari Froksi Portal Golkar 
songat merasokon sempitnyo woktu yang diberikan oleh 
ponitia musyowaroh untuk membohos keempot Ranperda 
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ini hanya do/am 1 hari sajo, sehingga pandangan umum 
yang disampaikon ini tentu kurong sempurna. Untuk masa 
yang akan do~ang komi mohon kepado panitio 
musyawaroh vntuk dopat mengalokasikon waktu minimal 2 
hari dori penyampoian Ronperda oleh gubernur dan waktu 
penyompoion pandongon umum oleh masing mosing Froksi 
DPRD sehingga mempunyoi woktu yang cukup bogi Fraksi 
untuk membohos Ronperdo tersebut dengon horapan 
penyampoion Pandangan umum tentu okon lebih 
sempurna. Sebelvm komi !menyampaikan pondongon 
umum terhadap Ronperda t~ntang Pertanggung jowoban 
Pelaksanaan APSD Provinsi Sumatero Borat tohun onggaron 
2014 terlebih dohulu komi okon menyompoikon tonggopon 
terhadap Matriks kepotuhan dan ketaaton perdo Provinsi 
Sumbar no. 16 tahun 2014 tentang APBD to hun 2015 dan 
Pergub no. 99 tohun 2014 tentang penjoboran APBD tohun 
2015 yang tidok mematuhi dan tidok mentooti hosil evoluosi 
yang disampaikan kementrian Dalam Negeri. Seteloh komi 
omati ternyoto penyedioon ongggaron untuk tambahon 
penghosilon PNSD sebanyok Rp 196.257.002.664,- otou 4,84% 
dori total belonjo doeroh dol om RAPBD Tahun 2015 termosuk 
yang terkena evoluasi yang tidak dipotuhi don tidak ditooti 
oleh Pemerintah Daerah, menurut informasi yang komi 
peroleh dana tersebvt sudah, dicoirkan, mohon penjeloson 
Saudoro Gubernur. Sedongkon pokok pokok pikiran 
onggota DPRD yang dimosukan kedolom bontuon untuk 
Kobupoten don Kota tidok terkoreksi oleh Kemendogl'i 
nomun pemerintoh Doeroh tidok juga mou 
meloksonokonnyo don menuangkon dalom bentuk PerGub 
sebogoi dosor pelaksonaannyo. mohon juga penjelason. 
Selonjutnyo komi dori Froksi Portoi Golkar okon mencoba 
memberikon Pandongan umum terhadap keempot 
Ronperdo tersebut secara secaro berurutan sebogoi berikut 
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1. RANPERDA TENTANG' PERTANGGUNG JAWABAN 

PELAKSANAAN APBO TAHUN 2014. 

I 
Seoagaimono kita ketahui oahvva pertonggung 
jawaban Peloksanaan APBD Tahun 2014 adalah 
merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan 
PERDA Provinsi Sumatera Bora! no. 12 tahun 2014 
tentang perubahan APBD tahun anggaran 2014 
yang merupakan penyampaian per!Stnggung 
jowaban terakhir pasangan Saudara Gubernur dan 
wakil Gubernur periode 2010 - 2015, sedangkan 
pertanggung jawoban pelaksanaan APBD 2015 
akan disampaikan oleh Gubernur yang baru 
nantinya setelah Pilkado yang rencanonya akan 

I ' 

digelar akhir to hun 2015 ini. Berkenaan dengan 
Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan 
A?BD tahun 2014 ini.! lzinkan komi menyompaikan 
pertonyaan, kritik ddn saran ataupun pendapat 
yakni: 
a. Sesuai dengan pernyataan Saudara Gubernur 

dalam Nota Pengantar Ranperda tentang 
pertonggung jawabon pelaksanaan APBD tohun 
onggoran 2014 kilo songat menyadari bahwo 
poda penyusunan APBD tohun 2014 seperti yang 
tertuang KUA tahun 2014 kilo masih dihadapkan 
kepado tujuh ~endola yang horus di atasi, namun 
menurut pengomatan komi khususnya untuk 
mengotosi kendalo nomor 2 yakni dominosi 
komoditi ekspor dalam bentuk bahan mentoh 
Ieiah mengakibatkon rendohnya TE'RM OF TRADE 
komoditi ekspor hCJll ini dop.at diatasi dengan 
pengembangon agro bisnis dan agro industri di 
pedesaan untuk meningkotkan nilai tambah 
produk pertonion dipedesaan disamping itu 
diperlukan pengembongan kawasan kowoson 
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cepat tumbuh seperti kawasan Agropolitan dan 
kawasar. indrustri manufaktur perkotaan. Menurut 
hemal komi dari Fraksi Partai Golkar pernyataan 
Saudara Gubernur tersebut realisasinya 
dilapangan sangat rendah sekali sehingga 
dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakot kurong, mohon 
penjelosan. Begitupun dengan kendola nomor 5 
untuk memperkuat peran bisnis daeroh sebagoi 
mitra utama investor luar daerah menurut loporan 
ketuo KADIN Svmb()lr diwaktu acaro seminar LKP J 
KDH tahvn 2014 dan LKP J akhir mas a jabotan 
Gubernur tohun 2010 - 2015 minggu kemarin 
dimona investasi di Sumatera Barat songat kurang 
don Sumotero Barat kuran~ menarik bogi 
investasi hoi ini tercermin dari jumloh izin yang · 
dikeluarkan kepado investor ternyata yang 
dilaksanokan jumlahnya sangat kecil. untuk itu 
komi mohon penjelason Soudora Gubernur 
terhodop mosoloh ini. 

b. Khvsus mengenoi Pendapoton Doeroh komi dari 
Froksi Portai qolkor menyompoiokon opresiasi 
kepoda Soudoro Gubernur korena sudah dopat 
melebihi target yokni dori yang dianggorkan 

s~bes.or . Rp. ; 3.522.329.927.000,- dapat 
dlreaiiSOSikon Rp. 3.635.837.7 60.819,- a tau sebesor 
103.22 %. Nomun menurut he mot komi sesuai 
dengan pernyatoon Saudora Gubernvr horus 
ditingkatkon lagi koordinasi dengan pemerintah 
pusat terkait dengan dana DAU, bogi hasil dan 
dono penyesvaian sehinggo kita akon lebi.h 
bonyok dapat dono tersebut dori tohun 
anggoran 2014, ini karen a banyak lagi kegiaton 
kegiaton yang memerlvkan luncuron dana dori 
pemerintah pusat tersebut dan komi mendukung 
usulan para Gubernur yong tergabung dalam 
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asosiOSI pemerintah Provinsi yang meminta 
Anggaran yang dikucurkan kepado masing 
masing provinsi melalui Gubernur minimal 1 Triliun 
Rupiah. I 

, I 

c. Mengenai komponen belanja komi dari Fraksi 
Partai Golkar menyampaikan saran pendapat 
dan pertanyaan sebagai berikut : 
1) Sampai akhir To hun anggaran 2014 anggaran 

belanja yang disediakan sebesar Rp 
3.653.550.079.316.94,- dan terealisasi sebesar 
Rp.3.483.672.355.590.95,- atau 95.35% dan 
terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu 
Rp. 168.877.723.785.99,-. · terhadap realisasi 
belanja tidak langsung komi dari Fraksi Partai 
Golkar menypmpaikan apresiasi karena Ieiah 
terjadi penghematan, namun terhadap biaya 
langsung terutama belanja barang dan 

' 

jasa.serta belanj,a modal yang khusus untuk 
peningkatan peiayan·an kepada masyarakat 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
menurut hemal komi terjadinya sisa anggaran 
yang cukup besar di akibatkan kurang 
mampunya SKP1;) merealisasi anggaran 
tersebut. 

2) Pado urusan pendidikan yang mendapat 
alokasi dana yang cukup besar yaitu Rp. 
61 .639.843.221 ,- han yo terealisasi Rp. 
53.343.226.7 48,- a tau hanya terealisasi 85,54%, 
untuk itu komi mohon penjelasan apa 
sebabnyo realisasi tersebut sangat kecil 
sedangkan mosolah pendidikan adalah salah 
satu visi Gubernl!Jr yang songat penting untuk 
peningkatan SDM di sumatera Barot, mohon 
penjelason. Sehubungon masaloh ini juga komi 
dari Froksi Portoi Golkor mengingatkan kepoda 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hosil 
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pertemuan komisi V DPRD Provinsi Sumatera 
Barat dengan guru guru BLTr Sumbor poda 
tonggol 30 April 2014 yang juga dihodiri oleh 
Dinos Pendidikon, podo soot itu teloh 
disepokoti bohwo Dinos . Pendidikon Provinsi 
Sumbor okon menerbitkon SK Gubernur bogi 
guru guru BLTP sebogoi guru di SMKN I Sumbor 
sebagai solqh sotu syorot untuk menerima 
uong sertifikosi Guru, komi mohon penjelasan 
tindak lanjut cl';:m realisasinya, sebab komi 
dapat informasi pahwa kesepakatan tersebut 
sompai soot ini belum ada realisasinya. 

3) 8egitupun pada urusan perhubungan yang 
mendapal olokasi dana sebesar Rp. 
19.786.721.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 
12.764.082.087.74,- atau hanya 64,51% yang 
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, 
komunikasi dan informasi menurut hemal komi 
adalah realisasi yang terendah, komi mohon 
penjelasan kenapa hal ini terjadi dan komi 
harapkan pad a tahun Anggaran 2015 ini 
jangan terulang logi. 

I 

2. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
PUBLIK. 

a. Sebagaimana diketahui pad a Tahun 2014/2015 ini 
pemerintoh pusat Kementrian PAN RB Ieiah 
mencanangkan tahun tahun inovasi pelayana 
publik. Pencanangar: ini merupakan penerapan 
dari one agency, one inovasi. lnovasi pe/ayan 
publik 1n1 penting artinya dalam rangka 
meningkotkan don mempercepat laju 
pembangunan. Keberhasilan dalam pelayanan 
publik akan mendorong peninrkatan kL..alitas 
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padisipasi masvarakat boik dori segi ospek 
ekonomi tapi juga kebahagiaan. 

Pada kesempatqn ini komi partoi Golkar ingin 
meminta Saud~ra Gubernur memberikan 

' penjelasan : 
1) Apakah Pemda Sumbar Ielah memiliki ROAD 

MAP tentang r(eformasi 8irokrasi, sebagai 
penjabaran Grand Design Reformasi Birokrasi 
(20 l 0 -2025)sesuai PERPRES No. 81 to hun 2010 

2) Apakah Pemda Provinsi Sumbar telah 
mer.liliki ROAD MAP khusus tantang 
peloyanan publik 

3) Selonjutnya apa soja bentuk lnovasi 
Pelayanon Publik yang telah dilokukan 
Pemda seloma ini khvsus to hun 2014/2015 

I 

b. Krisis ekonomi yong mengsensorakan rakyot telah 
melonda perekonomian global pada beberapa 
dekade yang lampau. Berdasarkan pengalaman 
krisis tersebut sektorl UMKM telah terbukti memiliki 
ketahonan/ketangguhan, yang mampu 
memberikan kontribusi positif dan mandiri, 
sehingga sektor tersebut perlu dikembangkan. 

Bogi Provinsi Sumbar peran UMKM dalam 
mengerokkon ekonomi mosyorakat lebih 
dominon karena pervsohoan besor /indvstri 
besar kecil jumlahnya, nomun demikian 
perumusan masalah yang sering diolami UMKM 
odaloh kualitas SDM, permodalon don 
marketing. Woloupun intervensi pemerintah 
melolui, kredit mikro, KUR, pelatihon, namun 
demikian hal ini masih belurn dapat rnernenuhi 
harapan UMKM. · Oleh korena itu polo ideal 
debirokrotisasi dalarn prosedur pe'1gurusannya, 
penyederhanaan,perizinan dari perizinon perlu 
ditingkatkan. 
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Disamping itu indonesia memasuki era 
perdangangan bebas yang mana UMKM horus 
mampu bersaing menhadapi Masyarakat 
Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai tahun 2015 

ini. Ketika MEA dijalankan tidak hanya arus 
barang yang bebas di ASEAN, tetapi juga jasa, 
investasi SDM /tenaga kerja yang horus sudah 
siap. Oleh karena itu komi ingin meminta 

I 

penjelasan : 

1 ). Apakah Pemprov Ieiah memiliki polo ideal 
reformasi Birokra~i dalam penyederhanan izin 
dan prosedur pengurusan, dengan 
mengunakan 'lntergrated One stop Service , 
melalui teori lingkage (handmeling programs), 
yaitu proses penz1nan sampai dengan 
penyelesaian permasalohan L1MKM, dilokukan 
pado suotu tempo!. Selonjutnyo melokukon 
kerjosama antar lemboga pemerintah don 
stake holder loinnya seperti 
BI/OJK,oerbonkan.non perbankan seperti 
asuransi, pegodaian asprinclo, jomhindo, 
lembago keuongon mikro.kodin don 
sebagainyo. 

2.) pod a to hun 2006,. dst pemerintah Provinsi . 
Sumbor Ielah meluncurkon program 
pengembongan lembaga keunogn mikro 
(LKM) terutoma dikaitkan dengon 
pengentosan kemiskinan. Program ini dengan 
polo sehorian ontara prov1ns1 dengon' 
Kabupaten /ko dengon insentif dana Rp. 300 

juat per negara/desa/kelurahan. Pada 
beberopo daeroh lemboga keuangan mikro ini 
berbentuk josa keuangan syariah boitul mat 
wat Tamwil (KJKS BMT) seperti kobupaten 
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a gam, kota 
1 

padang bentuk nama LKM 
berbeda beda dikabupaten /kota. Pada 
kesempatan ini komi ingin meminta penjelasan, 

! 

apakah perkembpnga
1

n LKM ini ada di evaluasi 

3.) sesuai dengan prinsip reinventink goverment 
dan dalam rangka men:ngkatkan kualitas 
pelayanan serto mendekatkan pelayanan 
kepodo masyarakat dengan memperhatikan 
kondisi geografis daerah ini, teloh ditetap~an 
peraturan menteri no.4 tahun 2010 ten tang 
pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) lahirnya PATEN secara 
nasional adalah merupakon bentuk inovasi 
pelayon publik . di kabupaten agam pada 
to hun 2001 sampai Ia hun 2003 telah diserahkan 
kewenagan bupati kepada camat. 

Fraksi Portai Golkar menyompoikan opresiasi 
saud ora Gubernur yang· telah mer,dorong 
mempercepot implementasi PATEN Pada Kec. 
Se Sumbor. Untuk ini komi meminta penjelasan. 
sudoh berapa Kecomoton sampai soot ini yang 
teloh meneropkon PATEN dan kapan target 
waktu diterapkannya PATEN diseluruh 
Kecamatan SG Sumbar. 

c. Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan 
mosyarakat dalam hal pelayanan. unit 
penyelenggaraan pelayonan publik dituntut untuk 
memenuhi harapan masyarakat yang soot 
pelayanan publik , dilakukan oleh opmatur 
pemerintah belurl']l sepenuhnya memenuhi 
horapon/keinginan 'masyorqkat. Hal ini dapat 
diketahui dori berbagai keluhan masyarokat 
yang disampa:kan melalui media masa dan 
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JOnngan sosial sehingga memberikan dampak 
buruk terhadap peloyon pemerintoh Doeroh, dan 
menimbulkon tidok percayonyo masyarokot. 

Pertonyoon komi dolom hal ini adolah : 
1. Apokoh Pemda sudah pernah melaksanakan 

survey kepuason masyorakat terhadop 
penyelenggoraan pelayan publik 

2. Kalau belum pernoh apokah kendalanyo yang 
dihadopi kalau sudah pernah bagaimano 
hasilnya dan a:pakah sudah di umumkan 
kepada publik ! 

d. Untuk menjamin kualitas pelayonan publik secora 
terus menerus dan berkelanjutan diperlukan 
manajemen pengelolaan pengaduan. Ada 2 
aspek yang dapot dilihat dari pengoduan ini yaitu 
aspek i<epentingon penyelenggaraan (service 
provider) dan aspek kepentingan penerimaan 
pelayanan (customers). Pad a kesempatan ini 
komi meminto penjelasan tentang : 
1) Kelembagaan dan aspirasi pengelola 

pengaduan 
2) Mekanisme pengelolaan pengaduan 
3) Penyelesaion pengaduan tersebut. 

3. RANPERDA TENTANG PEMAMFAATAN DAN PENGGUNAAN 
BAGIAN JALAN. 

Jolon rnempunyoi peronan vang sangat penting bagi 
kepentingan kelancaran lalu lintas dan transportasi dora! 
terutama dalam mendukung perkembangan ekonomi, 
sosial. dan budayo yang dikembangkan melalui 
pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai 
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keseimbangan serta pemerataan pembangunan guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. maka L'ntuk itu 
jolon horus terjaga diupayakan selalu berada dalam kondisi 
baik dan layak fungsi, serta • tidak boleh terganggu oleh 
kegiatan kegiatan apapun. 1 yang akan mengakibatkan 
terjadinya kemacetan lalu lintas. 
Maka untuk itu jolon horus bebas dari segala fungsi yang 
mungkin akan membahayakan pengguna jolon tersebut. 
Fraksi Partai Golkor sangot mendoronq untuk dapat 
dilohirkan Peraturan Doeroh dolom . Pemomfaatan dan 
Penggunaan Bogian Jolon, namun demikian 
menyampaikan usulon don meminto penjeloson kepodo 
Pemerintah Dae~oh sebagai inisiotor dori Ronperdo 
Pernamfaatan dan Penggunaan Bagian Jolon : 

a. Paso! 6, mengatur, , Ruang Mamfaat Jolon yang 
menjelaskan bagian bagian jolon yang terdiri dari 3 ayat. 
diusulkan ditombo satu oyot yaitu sehingga menjodi 4 
ayat sehinggo ayot 4 berbymyi; 

"Trotoar Sebagaimona dim'aksud pada ayat (3) hanya 
diperuntukkan bagila lulintas pejalan kaki dan kereta 
penyandang distabilitas." 

b. Pada Paso! 16 diatur bahwa, Pemamfaotan bogian jolon 
untuk bongunon don joringon utilitas sebogoimono 
dimaksud dalom pas a! 15 ayat ( 1) huruf a, dapat 
dilakukan pada tempot tertentu diruang mamfaat jolon 
dan diruang milik jolon. Sedangkan Peroturon 
Pemerintoh 34 tahun 2006 pada paso! 34 tidak memberi 
ruong kepoda pemerintah doeroh untuk dopat 

I 

membuot bongunon lain selain yong tertuong pada PP 
34/2006 tersebut selengkapnya paso! 34 (3) tsb 
berbunyi; "Rvang manfaat )alan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) hanya diperuntukkan bagi median. 
perkerasanjalan, jalurpemisah, bahujalan. saluran tepi 
jalan, frotoar. lereng, ambang pengaman. timbunan 
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don galion, gorong-gorong, perlengkopon jolon, don 
bongunon pelengkop loinnya. "dan padapasal 38 
Perotvran Pemerintoll berbvnyi, Setlop orang dilorong 
memonfootkon ruang l'l'lanfaat }alan sebagoimana 
dimokst~d dalam Paso/ 34, Pasal 35, Pasal 36, danPasa/ 
37 yang mengakibatkan terganggunyo fungsi }alan. 

Untuk itu mohon penjelosannya. 

c. Dengon ditetopkonnyo Ronperdo Pemomfooton don 
Penggunoan Bagion Jolon menjadi Peraturan Doerah 
Provinsi Sumotero Borot. ,apakoh Pemerintah Daeroh 
dapat melaksankannyo s~caro konsekwen don patuh 
kepada Peratvran Doeroh tersebut, sebab soot ini 
pelengoron terhodop pemamfoot bagion jolon ini 
banyak dilanggor oleh Pemerintah daerah contohnya; 
membangun taman bunga di trotoor. menegakan 
baliho yang diatasnyo banyok foto pejabat don 
anggota legislatif ataupun colon pejabal, yang 
tiong~ya ditempatkan padatrotoar. dan ini sangat 
mengganggu kereto penyandang distabilitas dan 
pejalan kaki. 

d. Pad a Pasal 1 7 ayat ( 1), perlu ditinjau kembali sebab 
ruang mamfoat jolon itu yang sangat bermasoloh 
adaloh diperkotaan, sebob lalu lintas kenderaan dan 
pejalan koki yg terpodat 1 itu adolah diperkotoan. jika 
diberi ruang yang selvos 1Jasnya untuk memamfaatkon 
ruang mamfaat jolon, maka kota okon semokin 
semerovt. untuk itu mohon penjelosnya. 

e. Komi mohon penjeloson tentong posol 19 , sebob setohu 
komi undong undong tidok pernoh mengotur secard 
teknis don juga posol ini memakso Pemerintoh Doeroh 
untuk menerimo, Rencana Ket·jo , jodwol kerjo dan 
material yang digunokan, terindikasi posol ini odolah 

I 
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pasal pesanan dari pihak tertentu moka untuk itu komi 
mohon penjelasannya. ' 

f. Pada paso!, 20 ayat (2) ·: !klan da'l Media Jmpormasi 
sebagoimana dimaksud 1 pad a ayat ( 1) han yo 

' I 

ditempatkcn diruang milik jolon yang ditetapkan oleh 
Gubernur, 

g. Pado posal 20 ini Fraksi Partai Golkar mengusulkan 
penombohan sctv oyat, selengkapnyo berbunyi; Bentuk 
dan corak gambor iklandan ir11pormasi horus lslami yang 
berlondaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi 
Kitabullah dan tidak boleh menampilkan gambor porno 
grafi dan mendekati pornografi. 

h. Pad a pasal 23. terkesan tidak tegas. ayat ( 1) a sebelum 
diberlakukan sudah dianulir oleh ayat ( 1) b, begitu juga 

I 

pada paso! 23 oyat (2) a dihabisi oleh ayat (2)b, paso! 
seperti ini tidak perlu terjadi, namanya mubazir. Untuk itu 
mohon penjelasannya. I 

Kalau diteliti satu persatu mako banyak hal yang horus 
disempurnakan untuk itu komi harapkan kepada Panitia 
Pemballasan Ronperda agar betul betul membahasnya 
dengan saksama dan teliti sebab pada giliran akhirnya 
Peraturan Daerah ini tidak merugikan masyarakat banyak. 
Disisi lain sekarang sudah menjadi kebiasaan bagi 
masyarakat untuk menggunokan bagion badan jolon untuk 
dimamfaotkan dolam kegiatan tertentu, seperti acaro 
keromoian don kenduri, berdogong diseponjong trotoar don 
bodon j~lon, bahkan masyorakat sekarang berdagang 
diatas jembotan/ployover, sayangnya wakil kepalo 
doerahnya terindikasi melirldungnya ini tak lain korena ingin 
pencitraan soja, sepertinya karena terjodi pembioran 
selama ini, sehingga nanti !akan menajodi sulit untuk 
mengatasinya. Daiam hal ini diminta kemampuan dan 
kel·egoson kepala daeran dalam menerapkan peraturan. 

14 



4. RANPEROA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN 
LINGKUNGAN PERUSAHAAN. 

Pengajuan Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan 
lingkungan perusahaan ini menurut komi dari Fraksi Partai 
Golkar adalah sangat tepat sebagai pengejawantahan apa 
yang telah di atur dalam undang undang no. 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, undang undang no. 25 tahun 
2007 Penanaman Modal pada dasarnya mengisyaratkan 
bahwa perusahaan yang menanamkan modalnya pada 
suatu daerah diwajibkan unt,uk melaksanakan tanggung 
jawab sosial dilingkungan perfJsahaannya, agar tanggung 
jawab sosial dilingkungan pefusahoan tersebut terlaksana 
sebagaimana mestinya sangot perlu di atur dengan , 
peraturan Oaerah Provinsi Sumatera Barat. untuk lebih. 
sempurnanya Ranperda 1n1 komi menyampaikan ·· 
tanggapan, saran, pertcmyaan sebagai berikut : 
a. Selama ini setiap perusahaan perusahaan besar atau 

kecil yang ada di Sumotera Barot memang sudah ada 
yang melaksanakon tonggung jowob sosial dalam bentuk 
Coorpcrote Social Responsibility (CSR) tetapi belum 
terkoordinir dengan baik sehingga cora dan jumlahnya 
songat bervariasi sesuai dengan pertimbangan Subjektif 

I 

perusahaan itu sendiri, untuk itu komi mohon gambaran 
perusahaan besar yang ada di ibukota Provinsi Sumatera 
Barat ini yang Ieiah me'mberikan tanggung jawab 
sosialnya dan yang belum sa

1

ma sekali mohon penjelason. 
b. Dalam pasal 20 Ranperda ini diatur dalam rangka 

mengoptimalkan penyelenggaraan T JSLP ini dibentuk 
Forum TJSLP, agar forum ini berfungsi dengan baik komi 
sarankan agar dalam penunjukan Anggota Forum T JSLP 
ditunjuk orang orong yang berkompeten sesuai dengan 
bidargnya dan menghindari penunjukan orang orang 
tersebut alas pertimbangan politis. 

c. Poda posal 24 Ronperda ini di otur bahwo Pemerintoh 
Doerah memberikan penghargaon kepado perusahoan 

1
1
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yang teloh meloksonokon tonggung jowob sosiol 
lingkungon perusohoon. nomun dolom Ronperdo ini komi 
belum melihot bogoimono kolou perusohoon tersebut 
tidok memberikon T JSL opokoh ado sanksi kepodo 
perusohoon tersebut, sebpb kolau honyo ditunggu 
kesodoron mungkin borongkoli tidok terwujud opo yang 
diinginkon oleh Ronperdo ini, mohon penjeloson Soudoro 
Gubernur. 

Soudaro Gubernur hadirin yang berbohogio, 

Demikionloh Pandongon Umum ini disompoikon 

dengon memvot beberopo pertonyoon, saran don komi 

r:-10hon penjeloson Soudoro Gubernur podo kesempoton 

Poripurno berikutnyo, kepado hodirin komi mohon moof alas 

kesolohon don kekurongon serto terimo kosih otos perhotion. 

H. SAIOAL 

Wobillohittoufiq Wolhidayoh 
A. ,;;:;.-/ %'\'! ;:/'"~ .... -'..(.( ,.........-:. ( ...., '0-':-' 1-J> ;,;ry_, fi'r ..1'> ..__,_,-' 

Padong, 19 mlei 2015 

FRAKSI PARTAI GOLKAR 
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT 

Bicora 

FRIZAL. SH 
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PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PART AI DEMOKRAT 

TERHADAP 

4 ( em pat) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

TENTANG 

1. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2014 

2. PENYELENGGARAAN PELA Y ANAN PUBLIK 

3. TANGGGUNGJA WAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 

4. PEMAMFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGlAN JALAN 

Disampaikan dalam Rapat Paripurna 

DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Selasa, 27 Mei 2015 

J uru Bicara : .......................... . 



J ..., '~--....... ~ ,.., _.. .. _.........,. _.,~~ ..,,-r ...-.r:i ,-, 
~ ~_, ~ ;- ... ::..>i ,............-r-~ 

. ! 

• Yth.Sdr.Gubemur Provinsi Sumatera Barat. 

• Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat. 

• Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat. 

" Yth.Sdr.Kepala BPK- RI Perwakilan Padang. 

• Yth.Sdr.Sekretaris Daerah I Asisten I Staf Ahli I Kepala Badan Dinas I Kantor dan 

Lembaga Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

• Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang 

berbahagia. 

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur K~hadirat Allah SWT, yang senantiasa tclah 

melimpahkan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada 

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat,dalam rangka penyampaian 

Pemandangan Umum terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. 

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW dengan ucapan " Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad,Waala Ali 

Muhammad " yang telah mewariskan untuk kita pedomani yaitu AI Qur'an dan Sunnah 
I 

Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat. 

Sdr.Pimpinan DPRD, Gubernur, Forum !Kordinasi Pemerintah Daerah, scrta 

hadirin dan hadirat yang kami muliakan. 

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan 

sidang,Pimpinan Dewan dan sdr.Gubemur yang telah memberikan kesempatan kepada 

kami untuk menyampaikan Pemandangan Urn urn Fraksi Partai Demokrat terhadap 

4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Setelah mendengar,membaca clan memperhatikan Penyampaian 4( em pat) 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh sdr 

Gubernur tanggal 18 Mei 2015. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa 
I 

tanggapan,pendapat dan pertanyaan , mohon penjelasan dan jawaban Pemerintah Daerah 

untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita 1. dalam membahas 4(empat) Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dJiam sidang-sidang Panitia Anggaran dan 

sidang Komisi-komisi yang akan datang sebagai berikut : 



I. PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2014 
I 

Fraksi Partai Demokrat menyampaik~n appresiasi dan penghargaan yang tu1us 
I 

kepada Pemerintah Daerah yang mendapat pemilaiari Wajar Tanpa Pengecua1ian (WTP) 

terhadap 1aporan pe1aksanaan APBD tahun 2014 oleh BPK R.I. 

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang dalam 

pasa1 69 ayat(l) menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ,laporan keterangan pertanggungjawaban ,dan 

ringkasan laporan penyelenggraan Pemerintahan Daerah. pasal ( 4) Laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud disampaikan paling lambat 3(tiga) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. D~n pasal 71 ayat (1), (2)dan (3) menyebutkan 

. bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (I) kepada DPRD yang dilakukan (I) kali dalam (I) 

tahun paling lam bat 3 (tiga) bulan setelah ang~aran berakhir.Serta pasal I 0 I ayat I (satu) 

poin (h) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan 

pertangggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 

dan pasal 320 ayat (I) Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007, 

tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pcrtanggungjawaban Kepala Daerah kcpada DPRD , serta informasi Laporan 

Penyelenggaran Pemerintah Daerah kcpada masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
I 

dan Peraturan Menteri Dalarn Negeri No.59 tahun 2007, tentang perubahan Peraturan 

tv!enteri Dalam Negeri No.l3 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan 

Daerah. Dimana Pemerintah Daerah telclh m,enyampaikan Pertanggungjawaban 

Pelakasanaan APBD tahun 2014 namun Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan 

sebagai berikut; 

1. Tet:jadinya penurunan tingkat pengangguran yang cukup besar yang pada tahun 

2013 sebesar 8,56% menjadi 6,34% tahun 2014 mohon dijelaskan tolok ukur 

dan data pendukungnya. 



2. Kenapa dalam kebijaksanaan intensifikasi pendapatan Pemerintah daerah masih 

melakukan berbagai upaya de11-gan memperkuat permodalan BUMD yang 

potensial serta peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD, 

namun dalam realisasi penerimaan bahagian !aba atas penyertaan modal pada 
I 

PT.Asuransi Bangun Askrida, PT An\:la!as Tuah Sakato, PT.Dinamika Sumbar 

Jaya, PT.Grafika Sumbar Jaya, PT Pembangunan Sumbar, PT.Andalas 

Rekasindo Pratama dan PT.Balairung Ciptajaya Sumbar tidak dapat melakukan 

storan laba perusahaan oleh BUMD tersebut karena management perusahaan 

tidak berjalan benar yang setiap tahun menjadi beban APBD dan menghabiskan 

dana daerah. 

3. Pendapatan Daerah. 

Pada tanggal 13 Mei 2015 dalam rap at Pari puma DPRD Provinsi Sumatera 
' Barat sdr Gubemur te;lah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat ~entang Pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanj~ Da~rah tahun anggaran 2014 yang 

direncanakan sebesar Rp.3.522.329.927.000.- tereralisir sebesar 

Rp.3.635.837.760.819,7l.- atau 103,22%. Sehingga terdapat kelebihan target 

sebesar Rp.ll3.507.833.819,71 namun, Fraksi Partai Demokrat mohon 

penjelasan : 

a. Kenapa Pendapatan hasil pengelolaan ke!cayaan daerah yang dipisahkan 

masih saja mengalami penurunan sebesar Rp.6.060.745.310.- yang berasal 

dari bahagian laba penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan 

perusahaan patungan /milik swasta. yang setiap tahun anggaran kami Fraksi 

Partai Demokrat selalu mengajukan pertanyaan terhadap hal ini yang 
I 

mendapat penjelasan ktn·ang dapa~ diterima dan tidak ada tindak lanjut. 
. ' 

··<. -f.. b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah direncanakan sebesar 
' 

Rp.570.831.662.000.- dan terrealisir sebesar Rp.573.556.458.547 .. atau 

I 00,48% .Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan dana dari 

PT.Rajawali sebesar Rp.64.418.179.707.-yang sudah 5(1ima) tahun 

mengendap pada Bank Nagari. Bagaimana dengan bunga deposito tersebut 

serta dipegunakan untuk apa. 



c. Dana Perimbangan. 

Dana Perimbangan berasal dari bagi hasil pajuk direncanakan sebesar 

Rp.161.938.500.000.- direalisir sebesar Rp.132.678.672.858.- atau 

81,93% Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan kenapa terjadi 

kekurangan sebesar Rp.29.259.827.142.- dan peneriman dari bagi hasil 
I 

:umber daya aiam direncanakan sebesar Rp.17.560.000.000.- direalisisr 
I 

sehesar Rp.l6.385.839.375.- atau 93,71 % terjadi kekurangan sebesar 

Rp.l.l74.160.625.-

-1... h d. Lain-lain pendapatan yang sa . 
i\ 

Lain-lain pendapatan yang sah penenmaan dari Hibah direncanakan 

sebesar Rp.l3.081.500.000.- dapat direalisir sebesar Rp.11.609.464.229.­

atau 88,75%. Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan kenapa 

pendapatan hi bah tidak bisa direalisisr sebesar Rp.l.472.035.771.- Apakah 

perusah8.n yang berdomisili di daerah masih dapat meningkatkan 

sumbangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi 

perusahaan. 

4. Belanja Daerah. 

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.3 .653.550.079 .316,94.-Dapat direalisir 

sebesar Rp.3.483.672.355.530,95.atau 95,35% dipergunakan untuk: 

a). Belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp.l.872.883.036.408,94.­

dapat direalisir sebesar Rp.1831.872.717.522.-atau 97,81% dFraksi Partai 

Demokrat mohon penjelasan apakah pembayaran belanja pegawai telah 

didukung dengan data yang kongkrit karena masihsaja adanya guru honorer 

yang mempertanyakan gaji mereka belum diterima. 

(\ b). Belanja Hibah sebesar Rp.595.780.387.000.- direalisir sebesar 
1 

Rp.591.642.080.121.-atau 99,31 %I 1 

c). B~lanja bantuan Sosial tidak direncanakan dalam tahun 2014 -Fraksi Partai 

Demokrat mohon penjelasan bagaimana solusi Pemerintah Daerah terhadap 

masyarakat yang tclah mengun1s bantuan sosial tersebut bolak-balik dari 

daerah Kabupaten/K.ota dengan pengorbanan mengeluarkan biaya dan waktu 

sedangkan mereka tidak dapat menerima bantuan sosial. 



d). Belanja langsung direncanakan sebesar Rp.1.780.667.042.908.-- dan direalisir 

sebesar Rp.l.651.799.638.008,95 atau 92.76% 

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan kenapa; 

a. Lebih dar: 60% penduduk Sumatera Barat yang aktifitas dan usahanya 

bergerak pada sector Pertanian mohon penjelasan bagaimana kemajuan 17 

Prcgram pensejahteraan Petani yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 

2014. 

b. Dalam program infrastruktur pen4njang ekonomi rakyat terdapat program 

pengembangan,pengelolaan dan IJonservasi Sungai,danau dan Sumber air 

Ia:nnya Danau Singkarak yang telah dijadikan sebagai lokasi Tour de' 

Singkarak merupakan event pariwisata Internasional yang terbaik dengan 

didukungan keinc!ahan alam tetapi Danau Singkarak yang indah tersebut 

semakin dipenuhi bangunan liar tanpa izin, mohon penjelasan pandangan 

SKPD tcrkait yaitu Dinas Parawisata, Dinas tata ruang, Dinas Prasarana Jalan 

dan pemukiman serta dinas PSDA dan Dinas Limgkungan Hid up . 

5. Pembiayaan. 

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.240.276.961.486,94. Dan pengeluaran 

pembiayaan sebesar Rp.53.919.543.332.-

SILPA sebesar Rp.218.357.217.425,97.Fraksi Partai Demokrat mohon 

penjelasan kenapa Silpa tersebut I relatif besar yang seharusnya dapat 

dipergunakan untuk kegiatan pembangunan .. 

II. PENYELENGGARAAN PELA Y ANAN PUBLIK. 

Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009,tentang Pelayanan Publik dan 

Pcraturan Pemerintah No.96 tahun 2012,peraturan pelaksana U.U.No.25 tahun 

2009.Pelayanan Publik adalah tugas utama dan pilar dasar penyelenggaran pemerintahan 

yang baik dan tats kelola pemerintahan yang bersih . 

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan; 
I 

I. Kenapa ranperda ini baru diajukan tahun 2015 sedangkan Undang-Undangya telah 

ditetapkan tahun 2009 dan peraturan pelaksana dengan P.P.96.tahun 2012 apakah 

Pemerintah Daerah tidak merasa penting .pelayanan publik yang baik. 

2. Bagaimana langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk mendapatkan aparatur yang 

siap mentaati dan melaksanakan Perda ini nanti karena diperlukan perubahan sikap 

mental ,prilaku disiplin dan ketaatan aparatur.terhadap aturan dalam Perda ini. 



III. TANGGGUNGJA WAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. 

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan; 

1. Apa dan bagaimana kriteria perusahaan yang harus melaksanakan program 

tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaa'1 yang bel..1m diatur dalam 

Perda ini .. 

2. Apa kriteria dan syarat masyarakat yang dapat ikut melaksanakandan 
! 

menikmati program Tanggungjawab iSosia\ dan lingkungan hidup belum diatur 

dalam Perda ini .. 

IV. PEMAMFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN. TENTANG 

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan; 

I. Wewenang ,pemamfatan, pembinaan dan pengawasan jalan dikatagorikan 

pada .jalan Negara,jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten /Jalan Kota.Khusus 

jalan Provinsi langkah apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi dulam 

pemeliharaan jalan dari gangguan masyarakat .seperti pada lokasi pasar 

tumpah yang sangat mengganggu kelancaran pemakaian jalan kelihatannya 
I 

Pemerintah tidak mampu mengat!Jr pef!!akai jalan seperti pada pasar Koto 

Baru yang bisa membuat kemacetan berjam-jam. 

2. Bagaimana pengawasan pemakain badan jalan yang tidal< boleh dilakukan 

pembanguan dan pemamfaatan rLias jalan selain untuk transport, yang ban yak 

tempat badan jalan menjadi lokasi perdagangan 

3. Pasal 40 mengatur dispensasi pemakaian jalan apakah diperkenankan badan 

jalan dipakai untuk kepntingan selain untuk transpotasi. 

4. Apakah tidak diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota 
' 

untuk mengatur penggunan /perpakaian badan jalan karena tidak diatur 
. ' 

dalam Perda ini. 



Demikianlah beberapa hal yang perlu p~nje!asan Pemerintah Daerah dari Fraksi 

Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum terhadap 

4( cmpnt)Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan jawaban dan 

pcnjclasan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk bahan pembahasan dalam 

siclang-sidang komisi-komisi dan Gabungan Komisi bersama SKPD-SKPD dan Panitia 

Anggaran Eksekutif secara mendalam . 

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan kami dalam menyampaikan Pemandangan 

Umum ini kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. 

BILLAHI TAUFIK WALHIDA YAH,WASSALAMMUALAIKillv1.WR.\V8. 

Padang 12 Mei 2015 

FRAKSI PARTAIIDEMOKRAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARA T, 

Sekretaris, 
1,'>~\iT~I.Q,E~f.l '.t .,~,_-- .,..'" .... ,.~, "-f· ~i/ ~. :-Ji: , 

.~. r. ... 
ASRUL TANJUNG.S.Ag SABAR AS.S.Ag 

Ketua, 
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PANDANGAN UMUM 
I 

FRAKSI PAR TAl A~ANA T NASIONAL 
, I 

RANCANGANPERATURANDAERAH 
TENTANG . 

;;;.. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014. 

:;... PENYELENGGARAAN PELA Y ANAN PUBLIK 
> T ANGGGUNGJA WAB SOSIAL OAN LINGKUNGAN 

PERUSAHAAN 
> PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN 

DISAMPAIKAN DLEH: H. BUI(HARI Dt. TUO, SE 
PADA IIAR!n'CL; SELASA I 19 MEl 2015 

Assalamualaikum Wr. Wb 

>- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

> Yth. Sauclara \Vakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

:;.. Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera 

Barat 

,- Yth.Samiarn Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua 

Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi 

Sumatera Barat 

:;.. Yth. Ketua BPK RI Perwaidlan Provinsi Sumatera Barat 

:;.. Yth. Saud11ra Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala 

Dinas. Badaa, kantor, Biro di Lingkupgan Pemerintah Daerah Sumatera Barat, 

, Yth. Saudara Pimpinan Pa1iai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan. 

Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat. clan Wartawan Media 

Cc·t~lk Dan Elcktronik beserta hadirin ynng berbahagia. -
~klll!:I\\':I:i l'andangan Umum Fraksi ini mmilah kita l'an,iatkan Puji Dan Syukur 

k~lwdir:1t .\llah S\VT. karena berkat Limpnhan Rahnwt, lnayah dan hiday<~h-Nya ,iualah 

kit:1 bcrsam:I-s:1ma dapat hadir dalnm Sidang l'aripurna yang tcrhormat ini. dalam keaduan 

schat wal aliat , 

S~dawat dan salam kita sampaikan kcpncla junjungan kita Nabi Besar Muhammad 

S:\ W yang tclah memberikan arab clan tuntunannya kepacla umat manusia untuk 

kebahagiaan di clunia clan diakhirat melalt1i AI Qur'an clan Sunnah Nya. 

Kami Frabi Partai Amanat Nasional (FP/\N) selanjutnya mengucapkan terima kasih 

kcpaclu pimpinan Siclang yang telah m9mbcrikan kesempatan kepacla komi untl!k 

mcnyampnikan Panclangan Umum Fmksi Partai /\mamlt N<1sionnl DPI\D Provinsi 

Sumntera 13mat. 



Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami 
Muliaknn. 

I. 1{1\!\'PERDA TENTANG I'ERTANGGUNG.JAWABAN I'ELAKSANAAN 
ANGGARAN I'I~NDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI 
SUMATERA BARATTAHUN ANGGARAN 2014. 

13crdasarkan Laporan dalam Nota f'cngantur Gubcrnur. kami 1'1'1\N snngat 

menghnrgai utus Laporan l'ertanggungjawaban Pclakasnnaan A PBD tahun anggaran 20 14 

yang telah Sauc\ara Cubernur sampaikan beberapa hari yang lalu. Hal tersebut telah sesuai 

' dengan Unc\ang-Ur,c\ang Nomor 23 tahun 2014 yang dituangkan pada Pasal 320 ayat (I) 

yang berbunyi "Kepala Daerah menya!llpaikan Rancangan !'erda tentang 

pcrtanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keunngan 

yang telah dipcriksa olch BPK". 

Kam i FP AN menyadari beberapa kcndalu pad a penyusunan APBD tnhun 2014 

scperti tertuang dalam Kebijakan Umum anggaran 2014 yang Saudara Gubenur sampaikan. 

Dan kami pun telah memahami pula beberapa usaha untuk mengatasinya yang kami amati 

terhadap tampilan pelaksaaan APBD tahun 2014 . Dalam l<esempatan ini izinkanlah kami 

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) untuk menyampaikan beberapa pandangan, 

komentar. saran dan pertanyaan dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut: 
' 

I. Dalam segi pendapatan, dalam rnngka mcningkatkan kiner:ja untuk mewujudkan 

obscsi pcningkatan kesejahtcraan masyarakat perkenankan kami FPAN 
I 
. ' 

mcngaprisiasi Pemcla Sumbar atas keberhasilannya sehingga akhir tahun clapat 

direalisasikan anggaran pendapatan daerah yang mencapai 103,21% yang 

melebihi target pendapatan. Namun demikian izinkankami FPAN 

mempertanyakan beberapa hal sebagai berikut: 

I) Sejauhmanakah peningkatan pe!ayanan yang diberikan kepada wajib pajak 

untuk melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan? 

2) Dalam rangka mempcrkuat modal BUMD, apa sajakah BUMD yang 

pntcnsial untuk diperkuat pen~odalannya? Dan BUMD mana saja yang perlu 

dihina clan cliawasi? 

3) Mcngapa rendapatan basil pcngdolaan kekuyaan claemh yang cliplsuhkan 

rcalisasinya rendah 93,96%. 



4) SelanjutPya mengapa pendapatan dana pembangunan dalam bagi hasil pajak 

realisasinya juga sangat rendah 81,93%7 

5) Demikian pula dengan penghematan hi bah realisasinya juga tidal< mencapai 

target yang hanya 88,75%7 

2. Dari segi Bclanja Daerah, FPAN jug~ memberikan apresiasi kepada pemerintah 

daerah melihat capaian belanja sampai dengan 95% lebih. Namun terlihat sisa 

anggaran yrmg cukup besar. Jika 1anggaran tersebut dialokasikan kepada 
' 

kepentingan masyarabt akan lcbih bermanfaat. Pertanyaan kami apakah sisa 

bclanja tcrsebut dampak dari elisiensi yang dicanangkan atau dari kebijakan 

Sauclara Gubernur untuk n1elakukan pen[(hematan. kiranya darat dijelaskan. 

). Dari hclanjn tidak langsung, masih tcrclnpnt sisn nnt,;garan yang cukup besar. 

llcrdasarkan basil pcmeriksaan lli'K-RI tcrhad<qJ pcl.lksannan anggnran tahun 

2014 tcrdapnt perbedaan renlisasi nnggarun. Bcrdnsarkan Permcndagri No. 13 

UihU!l 2006 dengnn Peraturan Pemcrintah No'.71 tahun 2010. Kami FPAN 

1ncmpcrtanyakan dimana perbedaan realisasi anggaran menurut Permendagri 

No. 13 tuhun 2006 dengan Peraturan Pemerintah No.7! tahun 2010, clan apakah 

' 

pemerintah claerah Sumatera Barat1 belum menernpkan standar akuntansi 

pemerintah sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 
"'-"''~ ·-----· 
tahun 2010 dalam laporan keuangan, mohon penjelasan 

4. Dalam Be1anja langsung juga terdapat sisa anggaral' yang cukup besar. Dari 

Belanja Langsung tersebut terdapat 3 (tiga) kGmponen yaitu Belanja Pegawai, 

Belanja Barangi.Jasa dan Belanja Modal. Mengapa penyerapan anggaran belanja 

langsung tcrsebut tidak maksimal, sehingga realisasinya hanya 92.76% sehingga 

anggaran berlebih Rp. 128.867.404.899,5? 
' 

5. Pdaksanaan Anggaran tahun 2014 merupakan tahun keempat dari RPJM-D 

tahun 2010-2015. Pertanyaannya sdmpai dimana persentase visi dan misi 
I 
' . 

gubernur yang tertuang eli dalam RP JMD terhadap pelaksanaan anggaran tahun 

2014 dan RKPD tahun 2014. 

6. Pacla umsan pemcrintah yaitu pada urusan. wajib di urusan perhubungan. 

serapan realisasi anggaran hanya sebesar 64,51%, Apakah sisa anggaran terse but 

akibat tidak terlaksananya kegiatan pada dinas perhubungan atau hal-hallain7 



7. Pada urusan lingkungan hidup, realisasi anggaran sebesar 88,30% dan itu 

di!aksanakan oleh 5 (lima) SKPD, dengan alokasi dana sebesar 17 milyar lebih. 
I 

Apakah realisa~i anggaran sebesar itu sudah maksimal eli banding jumlah SKPD 

pacta urusan ters~but? 

I 

8. Pad a urusan otonomi, pemeri!ltah' umun1, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Pacta urusan ini ada II (sebelas) 

SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar 215 milyar lebih dan realisasi sebesar 

90,(J2%. Pertanyaan kami FPAN dari I 0% dana yang tidak terserap, apakah 

clalam pelaksanaannya terjadi pennnsalahan dan atau terdapat kcndala dalam 

mdaksanakan kegiatan akibat kebijakan, mohon penjelasan Saudam Gubernur 1 

9. Dalam urusan pilihan, pacta urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 

penyerapan anggarannya hanya sq,02%, untuk melaksanakan 8 program dan 53 

kegiatan, mengapa penyerapannya sangat rendah ? 

I 

Bagi rnkynt tidak penting betul Predikat "rajar Tru!fHI Pengecua!ian "(WTP) dari 
. I 

IWK-RL tetapi )'ang lebih penting adalah bagaimana sempan anggaran tersebut dapat 

mnksimal dan langsung c!irasakan oleh masyarakat. 

Saudara Cubanur, l'impirian dan Anggota Dl'wan scrta llndangan yang Iwmi 
1\luliall:rn. 

II. IUNI'EIWA TENTANG PENYELENGGAI~AAN I'ELA YANAN PUBLIJ< 

Pc!ay:man puhlik merupakan tugas pokok Aparutur Negarn baik Pusat ataupun 

dncrah. 11nclang-undang No 25 tahun 2009 tcntang Pelayanun Publik dan peratman 
I 

l'cmerintah No.96 tahun 2012 sebagai Peraturun Pelal<sanaan clari Undang-Undang 

tcrsebut. menjacli dasar bagi Pemerintah daerah 'dalam mengajukan rancangan peraturan 
I 

clacrah tcntnng pclnyanan publik. Sebelum Ranpcrdu i
1

ni clitetapkan FPAN mengajukan 

hcherapa 111:1sukan. saran dan pertanyaan schag:1i berikut: 

I) Scbagai perwujudan Undang-undang Nom or 25 tahun 2009 tentang pelayanan 

publik, FPAN memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah 

mengakomodir amanah dari \Jndang-Unclang tersebut. Yang menjadi pertanyaan 

kami apakah aparatur pemerintah daerah sudah memahami penyelenggaraan dan 



pelnksanaan pelayanan publik, clan apakah suclah siap clengan sarana dan prasarana 

penclukungnya, mohon penjdusan Sauclarp Gubcrnurl 

2) Pada era rcformasi sekarang ini pelayanan publik merupakan hal yang strategis 

sebagai tugas pokok fungsi apmatur pemerintah claerah. Pelayanan Publik yang 

bagaim:ma yang menjadi tolak ukur pemerintah daerah terhadap kepuasan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan nantinya. Dan apakah masyarakat 

yang akun dilayani sudah m~ngetahui instrumcn yang clitetapkan olch pemerintah 

daernh nantinya. 

3) .Tika Ranperda ini ditetapkan nantinya , kami FPAN berharap kepastian terhadap 

,.. I 

pelayanan dapat terjamin dan menjadi payung hukum bagi kabupaten dan kota eli 

Sumatera Barat. Yang kami ;>ertanyakan siapa yang bertanggungjawab terbadap 

pelayanan tcrsehut dan hagaimana aktn'asi dan keamanan serta kemudaban bagi 

mas\'araka, terhaclap penyelenggaraan pelay<Hlan puhlik climaksucl. 

4 l Sekaitan clengan pertanyaan eli alas cia lam Ranperda ini tidak terdapat sanksi 

terhaclap pelayanan publik. Apakah Peraturan Daerah ini memang tidak boleh eli 

beri sanki clan bagaimana keyakinan masyarakat terhadap pelayanan mendapat 

kepastian, mohon penjclasan Saudara Gubernur! 

Saudara Gubcrnur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami 
i\1 uliaknn. 1 

Ill. RANPF:RD,.\ TE.NTANG PEI\1ANFAtXTAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN 
.lA LAN 

Sebagail!lana yang diatur pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatabn. bahwn negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak 

bagi kchidupa;1 musyarukat. Fasilitas umum seperti jalan merupakan infrastruktur sebagai 

penunjang trnnsportasi bagi kendnraan khususnya transpnrtasi darnt. Sebclum Ranperda 

tentang Pemanfaatan dan pengg.unaan Ba[!ianjalan ini masuk keclalam tahapan berikutnya, 

secar;;utmttn Fraksi PAN pcrlumembcribn saran c\;111 pandangan. 

illasalah yang biasa dijumpai clnlam pemanfaatan jnlan provinsi eli ~umatera 13arol 

:nll:trn lain ucblah penggunaan jnlan vnng ticbk tertih. pasar tumpnh, penumpukan bahan 



bangunan eli jalan, parkir liar di pinggir jalan. bangunan liar. pemasangan baliho yang tidak 

pada tempatnya yang dar; at mengganggu pemandangan pengguna jalan. 

Berkaitan dengan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan 

'nng bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan danmemberikan kepastian hukwn terhadap 

p~mbcrian izin. rckomendasi kepastian hukum tcrhudup pemberian izin dan rekomendasi 

d~dam Dcmant'aatan dan penggunaan bagian jalan s0stmi lkngan kcbutuhan dun kondisi 

khas clacrah clan scbagainya. 

Sctcloh mcmpdajari dan mengkaji Noll! Pcnjdasan Gubcrnur Sumatera Barat dan 

IZanpercla kntang Pemanfaatan dan Penggunaan; Bagian jalan scrta Naskah Akaclemiknyu, 

pcrkenankan kami Fraksi PAN mempertanyakan hal-hal sebagai bertikut: 

I) Belum jelasnya sanksi bagi setiap orang yang mengganggu fungsi jalan seperti 

pasar tumpah. papan iklan, bak sampah. tumpukan material di jalan dun sebagainya. 

2) Apnkah pelanggar yang mengganggu fungsi jalan seperti ters~but di atas dapal 

dikenakan sanksi seperti tertuang pacta Bab X pasal 61 ? 

3) Pembersihan saluran tepi jalan sebagai ruang manfaat jalun (rumaja) dalam rangka 

menjaga kerusakan jalan apakah dapat dimasukkan ke dalam Bab VII Pasal 58 

P~ran Serta Masyarakat? 

4) i\pabh Rnnperda ini sudah disosialisnsikan kepada pengguna dan pemakai jalan 
! 

sebe\um cliajukan, mohon penjelasan sau4Jara gubernur! 
. ' 

Snudara Gubernur, Pimpinnn dan Anggota Dewan scrtn Undnngnn yang kami 
Muliakan. 

IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGGUNGJAWAB 
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. 

Dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas memuat 

ketcntuan bahwa perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan 

atau berkaitan dengan sumber daya rlam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Yar.g bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

Sepcrti cliketahui pula dalam Pr.sal I 5 Unclang- Unclang No. 25 tahun 2007 tentang 

I 

pcnanaman modal juga diatur kewajibnn seti'ap pelianam modal untuk melaksanakan 

tang~ung jnwab sosial dan Jingkungan perusahaan. 



Selanjutnya bagi pemerintah I pemerinwh daerah pelaksunaan tanggung jawab 

sosial dun lingkungan perusahu1n bennanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan 

sinkronisasi program-program pemerintah I pemerintah daerah dengan dunia u~aha agar 

clapat terlaksana secm·a sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan 

pem bangunan daerah. 

Berkaitan dengan hal di atas dan dalam rangka Rancangan Perda tentang 
I 

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PerJsahaa~ kami Fraksi PAN memberikan 

panclangan dan pertanyaan sebagai berikut: 

l) Apakah flda jaminan dengan Perda Tanggungjawab Sosial clan Lingkungan 

Perusahaan, perusahaan-perusahaan dan BUMN di Sumbar akan peduli dan 

bcrkontrihusi kepada masyarakat eli sckitar perusahaan akan meningkat? 

21 lkrLtil:\11 clengan kontribusi pcrusahaan-pcrusahaan )'ang ada eli Sumhar, knmi 

l:r:tksi 1'.\l\ mcmpcrtnnyaknn scj:1uh nwtl:tkah komunika~i yang telah dijalin 

nntara pcrusahaan-perusahaan clan 13\Jl\.1N yang r1cln di Sumatcra Barat dengan 

Pcmerintah Daerah ? 

J) Sclain Semen Pacl2ng yang membel'i kontribusi terh:idap pemcrintah daerah 
I 
' Sumbar, perusahaan/BUMN apa saja 'yang lainnya yang berkontribusi terhaclap 

pcmbangunan Sum bar atau berkontribusi tcrhadap lingkungan perusahaannya? 

4) lkrapa banyak di Sumatera Barnt perusahaan-perusahaan!BUMN, BUMD yang 

lx·rnktivitas pada thun 2014 yang pcduli dan berkontribusi terhudap lingkungan 

dan percepatan pembangunan di Sum bar? 

5) Dan perusahaan apa sajakah yang tidak pernah berkontribusi terhadap program 

penya!uran dananya bagi kepentingan pembangunan Sumbar dan lingkungan 

sekitarnya? 



Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang bcrbahagia. 
' 

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Amana! Nasional ini disampaikanjika 
! 

ada salah dan janggalnya kami moho~ maaf, 
' 

Wabillahitaufiq walhidayah, 

Wussalamualaikum Wr,Wb 

FRAKSI PART AI AMANAT NASIONAL 
DPRD PROVINSI SUMATERA BARA T, 

.. KETUA 

Juru b ic~ra 
I 

H. Bukhari Dt.Tuo,SE 

I. Drs. ll. GUSPARD! GAUS,MBA,M.Si 
~. Prof. Drs. El~t\·IAN MA WARD!, Dipl.AIT 
:1. ll.DARMON.S.Ag.MM 
-1 !UviU/LIM NlJR,S.Pd 
:\ MIMAD RIUS.SH 
G. ll!NDRA Dt.RAJO LEl.O,Sll.MM 
7. H BUKHARI Dt.TUO,SE 
8. Drs. ISW AND! LA TJEF,MM 

PENASEHA T FRAKS! 
KETUA FRAKS! 
WK.KET\JA FRAKSI 
SEKREI'ARIS 
13[~ND:\HAI~A FRAKSI 
ANGC10TA FRAKS! 
:\NGGOTA FRAKSI 
ANGCiOTA FRAKSI 
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PANDANGAN UMUM 

FRAKSl PARTAI G:tRINDAA 
DPRD:PROVINSI SUMA'tEM BARA1' 

t'ERHADAP 
RANCANGAN PERA TURAN DAERAH 

PROVINSI SUMATERABARA 1' 

Tentan'g 
I 

1. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
2. ~anperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan 
3. Ranperda Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perusahaan 

Disampaikan clalam Rapat Paripurna 

DPRD Provir.si Sumatcra Barat 

Sclasa, l 9 fV!ci 2015 

Assalamua'aikum Wr. Wb 

Yang terhormat 

Juru Bicara : Sabrana 

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provins~ Sumll.tera Barat 

Sdr. F'ORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi 
Agama Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Sekretaris Daetah/ Asisten/ Kepala Baclan/ DinRs/ Kantor/ Pemerin tah 
Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Pcrguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Bar<cll 

Sdr. Pimpinan Part.ai Politik, Ormas, OK!-', l~ekan-rekan wartawan media cc·t~tk 
dan elektronik serta hadirin clan unclangan Jang k<•mi rnuliakan 

Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat 

Mengawali Panclangan Umum Fr<lksi Partai Ccntkan Indonesia F<aya 

((;crindra), marilah kilct tak bosan- bosnnn~·;t rnengucnpknn puji clan S\'tikur 

pada Allah SWT, Tuh<tn Yang fV!aha !~sa, ynng rnernberiknn kt~sernpalan pnclet 

kita semua lahir dan bathin untuk bcrk{tmpui pnda rapat paripurna cblam 
rangka Penyampaian Pandangnn Umum F'rnksi terhadap 



• 
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Ranperd::t Penyeler.ggaraan Pelayanan Publik, Ranperda Pemanfaalan dan 

Penggunaan Bagian Jalan serta Ranperda Tanggung ,Jmvnb Social dan 

Lingkungan Perusahaan. 
Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadirin yang berbahagia 

. ,.. . 
SeLelah kami mendengarkan Nota Penjelasan dan menccrmatJ 3 lllga) 

draft Ranperda Provinsi Sumatera 8arat yang tclah disampaikan Sekrctaris 

Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumhar kemarin, selanjutnya perkenankan kami 

menyampaikan beberapa pandangan, pe~dapat dan saran sebagai berikut · 
/ 
?A: Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Tr;mspHrunsi dalarn kontcks pcnyclengganwn pci<J)'aJl<Jil puiJiik 

adalah lerbul<a, mudah, clan (hijXll clinkses olcll sctnU;J pih<tk \'<tng 

mcmbutuhkan scrta clisecliakan sccurn mcmnclai clan mud<th climcngcrli. 

Pelayanan publik adalah segaln kcgialan pei<Jyanan yang diluksan;dwn 
oleh pcnyelcnggara pelayanan publik sebagai upHyD pcmenuh<>n 

kebutuhan pcnerima kcbutuhan pelayanan maupun pelaksan;wn 

ketenluan pcraluran perundang-unclangan . 
.Jacli sccara konseptual, transparanst dalam penyclenggaraan pttlJiik 

adalah segaiCJ kegiatan pelayanan ~·ang dilPI<sanakan oleh penyclcngg;u·ct 
pelayanan publik sebagai uray;,.1 pemenuhan kebutuhan pcncl'lma 

pelayanan maupun pelc1ksanaan ketentuan pen.duran perund<illg· 

unclangan, yang bersifat terbuka, muclah, dan dapc11 diakses oleh sernua 
pihak yang mcmbutuhkan scrta cliscdiakan sccara mcmacl<ti clan mucl<.1h 

dimengcrti uleh semua penerima kebutuhan pelay<Jnan. 

Namun clalam prakteknya eli 
1 

Provinsi Su!T'atera Barat hal itu 

sepertinya masih sulit untuk diwujudkan. Tidak banyak baclan-badan 

publik yang menunjukkan adanya kesiapan dalam me-mberikan 

pelayanan publik yang ideal. 

Berangkat dari konclisi tersebut F'raksi Gerinclra menyampaikan 

pendapat sebagai berikut : 

Penyelenggaraan pelayanan publik baik dalam bentuk barang publik 

maupun jasa publik pacla prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh lnstansi Pcmerintah clan di lingkungan Badan Usuha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upav;1 

pemen uhan kebutuhan masyarakm rnaupun pelaksanaan kctenluan 

peraturan perunclang-undangan. 

Seluruh penyelenggara pelayanan 

rneningkatkan kualitas transparansi 

publik diharapkan 

pelayanan yang 

da pat 

melipllti 

pelaksanaan prosedur, persyaralan 
1 

teknis dan aclminislratif, bi<,ya. 

waktu, aktajjanji, motto pelayanan, lo1kasi, standar pelayanan, informasi, 
serta pcjabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai dengan tuntutan dan harapan 

masyarakat, tanpa aclanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Bila 

memungkinkan setiap aliran informasi terpasang ditempat-tempat ygng 
strategis sehingga mudah diakses oleh semua pihak yang mcmbutuhkan 

informasi. 



, 
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Prinsip pelayanan prima hcndaknya benar-benar dapat diterapkan 

oleh setiap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat kepada masyarakat dengan keramah-tamahan clan 

senyuman sebagai kesantunan budaya Minangkabau. Aparatur yang 
bertugas sebagai Customer Service diharapkan dapal memallami 

paradigma "Melayani" sehingga da\am menja!ankan fungsinya dapat 
berjalan dengan baik dan bukan rnal~h seb~liknya menjadi Calo Service. 

Setiap SKPD diharapkan dapat melaksanakan pelatihan secara 

berkala apakah dalam bentuk Bimtek ataupun Diklat kepada sctiap 
aparaturnya dalam rangka meningkatkan kualitas pclayanan institusi 

kepada masyarakat 
Khusus untuk penyelenggara pelayanan publik di RSUD-RSUD dan 

Puskesmas, hendaknya juga benar-benar dap&t mernberikan pelny<man 
publik yang prima, sehingga masyarakat yang datang dan mcminta 

pelayanan untuk bcrobat .nerasa tcrlayani dengan baik. 

Hadirin, Sidan.g Dewan yang Terhormat 

;n. Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan 

Setelah mcncermati dengan 
berpandangan : 

kami dari Fraksi Gcrindra 

J<cberad<wn j:otlan mcrupalwn invc>ilasi daerah/ modal dnerah cLii.lln 

pcnyclcnggarmtn relay<man kcrucla musy<.rakat yang snngat dibutulik<ln 

dan bcrimrlikasi pada pcningkalan ckonumi lokal di Pr:1Vi11si Surn<~lt:l'<l 

Bar at. 

Pcmanfaatan dan pcnggunaan bagiun-bagian je1lan pcrlu disusun 

clalam bentuk peraturan daerah agar kesinambungan dun kei<li'Cik<m 

fungsi jalan di Provinsi Sumatcm Barat senant'usil clnp<~t dijaga d~n 

clipelihara sesua1 clengan amanal uncinng-unclang nomor 2~! tahun 20Ul) 

Len lang IHlu-Jintas dan angkuLHn jalan. 

Munculnya l~anperda dimaksudkan agar pem<lnfaatan dan 

penggunaan bagian-bagian jalan, clapat menjamin pcngarnanan rungsi 
jalan. mcnjamin kclancaran dan kesclamatan penggunaan jul<~n, 

keamanan konstruksi jalan scrta estctika a tau kcinclahan jabn. 

Dan yang tak kalah pentingnya aclalah pemanfHalan dan pcnggun<wn 
bagian jalan cla1·i bnngunan clan jmingan utilitas. iklan, medie1 informusi 

yang melakukan aktiritas sehingga mengakibatkan rusaknya jalan dan 

bagian- bagian jalan. 

l.{ III. Ranperda Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perusahaan 

F'raksi Gerindra menilai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate 

social responsibility) pada hakikatnya adalah sebuah angin segar sebagai 

bentuk perlindungan hukum bagi perseroan dan masyarakat (sosio 
centris). 
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Selain tertuang secara normalif di dalam Unclang-Unclang Nomut 41) 

Tahun 2007 tentang Perseroan, pada prakteknya ranah l<tnggung j<tll'aiJ 

sosial perusahaan juga mulai diatribusikan dalam peraturan daerah. 
Namun dalam prakteknya sayangnya tidak banyctk perusahaan etl.dU 

perseroan yang memiliki itikacl baik untuk menjalankan kewaji!Jan 

menjalankan tanggung jawab sosial sebagaimana diperintnhkan oleh 
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dan 

dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). UntuK 

itu, regu!asi yang lebih efektif clan efisien sangat cliperlukan terut<tnl<l 

untuk mcmberikan kedudukan hukum, yang tcgas d;m jclas bagi 

perusahaan, pcmerintah dan masyamkat terkait. 

Setelah mencermati deng,an serius, kami dari F'rnksi Gerindra 

berpanclangan : 

CSR merupakan komitmen perusahaan tcrhadap kepentingan pncla 

stakeholders dalam arti luas dari sekedar kepen tingan perusahaan 

belaka. Dengan kata lain, meskipuh secara moral adalah be>ik bahwa 

perusahaan maupun penanam mobal mengejar keuntungan, bukan 

berarti perusahaan ataupun penanam modal dibenarkan mencapai 
keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentngan pihak lain 
yang terkait. 

Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi 

sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi dan atau 

ekskl:..lsifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan scbuah cntitas 

usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingl<ungan sosial. 

Schingga tidak bcrkelebihan jika ke depan CSR harus dimaknai bulwn 

lagi hanya sekedar responsibility karena bersifat voluntary, tetapi harus 

dilakukan sebagai mandatory dalam makna liability karena disntai 
dengan sanksi. 

Perusahaan diharapkan clapat memberikan informasi y~tng 

t.ransparan terkait dengan program CSR, kegialan yang dilakukan clan 

termasuk dan;1 yang dialokasikan bagi wmga sekitar atau ynng 

membutuhkan atau pembcrian bantGan l<mgsung terutama bagi wmga 

\·ang rliduga tcrkena dampak IRngsung IJC"rdirinya suCltu perseroan. Dan 

pemberiannya pun tidak boleh diskriminatif clan harus scsuai dcngan 

persyaratan yang diatur. 

Agar kontribusi dari sctiap perusahmm yang adn eli Sumatcra Bnral 

clapat termunfaatkan dengan baik, F'raksi Gerinclra mcnilDi harus ucl;J 

kcrjasama yang baik antara Pcmerintah Provinsi dengan st·lunill 

Perusahaan. I<erjasama tersebl!t dapat berupa data akural mengctwi 
penerima clan<t CSR sehingga pcnvalurnn dana tersebul clapat lt']Xtt 
sasaran. 

Selain Badan Usaha Milik Nasional maupun 13aclan Usaha Milik 

Daerah yang merniliki kewajiban tcrkait CSR, sulah satu pcrusalwan yung 
juga hendaknya memiliki kewajiban terkait CSl~ adalah LemlJaga Lec1sit1g 

scperti Adira, PIP dan yang lainnya. Mengi:-~gat usaha yang clilakulwn 

lembaga tcrsebu t cukup bcsar dalam n1engclola uang clari masyarakat. 



Terakhir dalam penerapan pnnsip reward dan punishment, 

hcndaknya Pemerintah Provinsi dap<ll. memberiknn penghargaan kepada 

perusahaan yang memberikan kontribusinya dalnm hal CSR begitupula 
bagi perusahaan yang tidak membcrikan kontribusinya agar dapat 

diumumkan kcpada khalayak r<lmai. 

Dengan bcrbagai pert.imbangan, Fraksi Partai c;erindr<t mcnyat;tkan 
dapat mendukung ..q (tiga) R:tncangan Pcraturan Daerah yang dimaksud 

untuk dibahas sebelum kemudian disepakati dan ditetapkan menjadi 

Peraturan Daerah. 

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadirin yang berbahagia 

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerinclnt 

tcrhaclap~ (tiga) Ranpercla tersehut. 

Dengan kercndahan hati, kami juga menyampailwn permohonan milar 
pacla hadirin clalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika <tela saluh kc1t<t 

dan penyampaian kami. 

Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah 

semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufict dan Hidayah-Nya. 

Wabil!ahitaufik wal hidayah. 

Wassalamua!aikum Wr. Wb 

Salam Indonesia Raya !!! 

FRAKSI PARTAI.GERINDRA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMA tERA BA 

Ketua 
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3. Sabrana, SE 
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6. Sudarmi Saogo 
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FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

(FRAKSI PKS) 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

--...:1\ .r.;.:I\JC . .:.~ ...;;.. ..:;::.,' ~-:1 ... ,;; . ~ 

PENDANGAN UMUM 
I 

FRAKSI PARTAI KEADIIfN SEJAHTERA 
. I 

TENTANG 

A. Ranperda Tentartg Pertanggungjawaban Pelaksanaan AP:SI) Tahun 2014 

B. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

C. Ranperda Tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 

D. Ranperda Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian }alan. 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi .Wabarakatuh .. 

Yth. Bapak Iewan Prayitno, Gubernur Propinsi Sumatera Barat 

Yth. Bapak Hendra irwan rahim, ketua I)PRD berserta bapak wakil ketua 

serta bapak dan ibu Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta 

ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat 

Yth. Kepala Perwakilan BPK Propinsi Sumatera Barat. 

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Pimpinan 

BUMN Dan BUMD, Pimpinan Partai Politik , Ormas, LSM, wartawan 

dan seluruh hadirin yang berbahagia. 
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Segala puji bagi Allah Azza wa Jaffa, yang Ielah melitnpahkan rahmat dan nikmat 
I 

kepada kita sekalian, S hafawat serta salam semoga serl antiasa tercurah kepada uswa!J 

hasanah kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia 

mengikuti sunnahnya, Amin .. 

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang 

yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi 

Sumatera Barat menyampaikan Petnandangan Umum terkait: 

A.Ranperda Tentang Pertanggungjawaban J.lelaksanaan APBD Tahun 2014 

B. Ranperda Ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 
I 

C. Ranperda Ten tang tanggung J awab So sial dan Lingkungan Perusahaan. 

D.Ranperda Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian }alan. 

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya 

hormati 

Setelah mencermati Ke-4 Ranperda ini, Fraksi PKS mcmberihn beberapa 

:atatan penting dan strategis untuk sama - sama kita cermati untuk kita jadikan 

nasukan dan tindak lanjut demi kemajuan pembangunan pada periode berikutnya. 

:::atatan strategis dan penting yang Fraksi PKS maksud sebagaimana disampaikan 

nelalui pandangan umum ini, adalah sebagai berikut: 

• I 

A. Ranperda Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPP A) Gubenur sebagai 
' 

kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban 
I ; 

pelaksana:.n APBD kepada DPRD yang dilampiri dengan laporan keuangan yang 
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:B. Ranperda Ten tang Penyelenggaraan ~elayanan Publik 

1. Bahwa lahirnya Ranperda tentang pe$yelenggaraan pelayanan public adalah 

mandate dari konsticusi, baik dari segi yuridis maupun materi yang diaturnya, 

Fraksi PKS dapat memahami, dan memberikan apresiasi adanya usulan dari 

pemerintah daerah, namun dalam pengaturan pasal-pasal serta materi yang 

terkandung di dalamnya menurut hemat kami masih perlu disempurnakan 

dan itu akan kita lakukan dalam tahap berikutnya. 

2. Terkait dengan pelayanan di jalan raya apakah juga di atur dengan Ranperda 

ini?, kama menurut hemat kami penyediaan jalan raya yang baik, nyaman 

serta aman adalah tanggungjawab pemerintah dan sekaligus layanan terhadap 

masyarakat. Sebagai sebuah cbntoh, jika adanya gangguan perjalanan saat 

terjadi perbaikkan jalan yang kadang-kadang membahay2.kan para pengguna 
I, 

jalan, atau adanya tumpukkan materi~J yang ditempatkan seenaknya, a tau 
' ' 

galian jalan yang di biarkan terbuka berhari-hari sehingga berpeluang 

terjadinya kecelakaan, terhadap yang begini bagaimana aturannya? mohon di 

jelaskan. 

3. Terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BUMN/BUMD seperti 

pelayanan air bcrsih, listrik, dan lai-lain, bagaimana pcngaturannya apakah 

dapat kita arur di dalam Ranperda ini mohon penjclasan. 

4. Terkait dengan pengaduan masyarakat, kami melihat adanya ke engganan 

masyarakat dalam mengadukan bila mana adanya pelayanan public yang 

tidak sesuai aturan, bisa jadi ka.rna sclama ini banyak aduan yang tidak di 

tindak lanjuti, maka kami mengusulkan dalam ranperda ini di tambahkan 

bahwa kepada masyarakat yang mengadukan adanya pelayanan yang tidak 
i 

sesuai aturan maka kepada pelapor di s~mpaikan keterangan balik bahwa 

aduannya telah di tindak lanjuti. 
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C. Ranperda Tentang tanggung J awab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 

(TJSLP). 

Berdasarkan data yang disampaikan pada naskah akademik Ranperda TJSLP 

ini dapat dilihat bahwa ada 24 perusahaan yang mempunyai potensi besar untuk 

berperan sertabersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat 

pembangunan dan peningkatan kesejahtcraan masyarakat pro,rinsi Sumatera Barat. 
! 

Akan tetapi sebelum pembahasan Ranperd'a ini dilakukan ketahapan lebih 

.lanjut, Fraksi PKS dalam pandangan umum ini perlu penjelasan terkait dengan hal­

hal sebagai berikut: 

1. Dari latar berlakang yang disampaikan pada naskah akademik, disebutkan bahwa 

salah satu yang menjadi tujuan diusulkannya ranperda TJSLP ini adalah untuk 

mengatur penyelesaian perselisihan dalam hal terjadi sengketa mengenai 

pengelolaan program TJSLP yang selama ini terjadi. Dalam hal ini kami meminta 

penjelasan dari gubernur terkait dengan gambaran kasus apa saja yang terjadi 

dalam pelaksanaan TJSLP selama ini. Dan untuk menjawab tujuan diatas tadi 
I 

setelah kami membaca draft ranperda yang diberikan, kami belum melihat bab 

atau pasal yang mengatur terkait dengan ,sanksi terhadap pihak atau perusahaan 
. 

yang melanggar aturan pengelolaan program TJ~LP ini, mohon penjelasan! 

2. Dari data pcrusahaan yang berpotensi di Sumatera barat untuk ikut 

mensukseskan program TJSLP yang disampaikan dalam naskah akademik , 

terdapat beberapa perusahaan yang berupa BUMN, tentu menurut pandangan 

kami perusahaan-perusahaan ini dibawah kendali pemerinta pusat dan punya 

aturan yang sudah berlaku terkait dengan CSR yang selama ini kita kenai. Dalam 

hal ini kami mohon penjelasan bagaimana pola koordinasi dan system 
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pelaksanaan program TJSLP 1n1 dengan, perusahaan-perusahaan yang bersifat 

BUMN, Mohon penjelasan! ! 

3. Pada pasal 7 draft ranperda ini dijelaskan bahwa biaya TJSLP ini dibebankan 

pada biaya operasional perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 

biaya perusahaan dengan memperharikan kepatutan dan kewajaran. 

Terkait dengan st:tndar biaya dengan memperhatikan kepatutan dan kewaj:uan 

ini, apakah nantinya tidak akan menimbulkan multitafsir dan akan terjadi 

perbedaan presepsi dalam menetapkan angka dengan parameter memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran ini? Apakah tidak sebaiknya ditetapkan 

angka/persentase standar?Mohon Penjelasan 

4. Pada Pasal 11 ayat 2;· dijelaskan bahwa pelaksanaan TJSLP ini dalam 

op·erasion~.lnya pcmerintah daerah akan membentuk Forum TJSLP sebaga.i 

pelaksana utama program ini. Dalam bab ini iuga dijelaskan bahwa untuk 

mcmbiayai operasional Forum TJSLP 1m akan dibebankan kepada APBD 

Pemerinta Provinsi Sumatera Barat. 

Dalam hal ini, untuk meyakinkan kam.i terkait dengan efektifitas dan 

produktifitas kinerja Forum TJSLP ini, perlu penjelasan dari Gubernur terkait 

dengan analissa bcsaran target pcrtahun dana yang bisa dikelola olch Forum 

1JSLP ini, dan berapa pula biaya operasional tahunan yang diburuhkan oleh 

Forum TJSLP ini? Sehingga bisa meyak.inkan k.ita bahwa tidak akan terjadi lebih 

besar pasak daripada tiang, yang ujung-ujungnya akan membebani APBD 

provinsi Sumatera Barat .. Mohon Penjelasannya 

D.Ranperda Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan BagianJalan. 

Fraksi PKS memberikan Apresiasi Jepada' pemerintah daerah yang telah 

mengajukan Ranperda iniunruk dilakukan pembahasan di DPRD, setalah 
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membaca keseluruhan nota pengantar, rancangan peraturan daerah nya serta 

naskah akadernisnya, k am~ F-PKS meyakini bahwa pengajuan Ranperda ini 

betul-betul melalui kajian yang sangat sempurna. 

Sebagai~ana kita ketahui bahwa jalan sebagai suatu sarana transportasi yang 

merupakan urat nadi kehidupan mas~arakat mernpunyai peranan penting dalam 

usaha pengembangan kehidupan herbangsa dan bernegara . Dalam kerangka 

tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan 
i 

dan hasilnya, pertumbuhan ekonorni dad perwujudan keadilan social bagi 

masyarakat. Dalam kenyataannya di provinsi Sumatera Barat banyak 

pemanfaatan jalan yang tidak tertib sehingga mengakibatkan penggunaan jalan 

kurang optimal serta dap'at menimbulkan kerusakkan jal<,n, bahkan 

menimbulkan kemacetan lalu lintas dan sekaligus merusak pemandangan, 

berkaitan dengan Ranperda ini, sebelum kita masuk kcpembahasan rancangan 

peraturan daerah ini ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan: 

1. Menurut pantauan dari pemerintah daerah, berapa banyak pemanfaatan jalan 

ini tidak sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan, kalau ada 
I 

datanya, mohon dilampirkan. 

2. Sebelum Perda ini di ajukan ke DPRQ, bagaimana mekanisme dan cara yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur hal tersebut 
I 

3. Bagaimana koordinasi dinas tekhnis dengan dinas terkait lainnya dalam 

upaya mengatur, menjalankan serta pengawasan terhadap pemenfaatan dan 

penggunaan badan jalan tersebut. 

4. Apakah langkah yang telah dilakukan a tau direncanakan oleh pemerintah 

daerah berkaitan dengan adanya pasar -pasar yang memakai jalan umum 

sehingga mengakibatkan kemacetan, seperti Pasar Koto Baru dan Pasar 

Padang Luar 

9. 



Demikianlah beberapa hal yang da~at kami tanggapi dari etnpat Ranperda 
, I 

ini. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat 

membantu proses pembahasan selanjutnya dan berjalan dengan baik dan sukses, 

sesuai harapan serta mencapai sasaran. 

Billahisabilillhaq, Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Padang, 19 Mei 2015 
01 Sya'ban 1436 H 

Juru B cara 

Ketua 

10 



< I 1! FRAKSI PART AI NasDem 
DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH (DPRD) 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
~:- (/t~ 
·:... t '• : 

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang 

Pandanga~ Umum 
Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
4 (Empat) Ranp.erda : 

1. Ranperda Pertanggungjawaban Pela*anaan APBD Tahun 2014 
2. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanari Publlk 
3. Ranperda Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
4. Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan 

Yang Kami Hormati : 

Disampaikan pada Rapat Paripuma DPRD 
Provinsi Sumatern Barat tanggal 19 Mei 20 IS 

Yth. Sdr. Gubemur Sumatera Barat 

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat 

Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggotu DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

Yth. Sdr. Kepala BPK-Rl Perwakilan Provinsi Sumatefa Sarat 

Yth. Sdr. Kepala Ombusdman Perwaki!an Provinsi Sunjlatera Barat. 
: . 

Yth. Sdr. Pimpinan PT Bank Nagari dan Pimpinan BUMD 

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga 

Provinsi Sumatera Barat. 

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol , Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Wartawan dan 

Hadirin yang Berbahagia. 



• 

Alhamdulillah Hirabbil'alamin wassalatu wassala mu'ala asrafilambia iwal mursalin 
I 

wa'ala alihi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla illahaillallah waashaduanoa 

Muhammadan Abduhu Warasulluh laanabiaba'da Allahuma Sall'ala sayidioa 

Muhammad Wa 'ala ali sayidina Muhammad. 

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat riqha <lan 

karunia-Nya kita masih diberi nikmat ke~ehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat 

Paripurna hari ini. 

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kitakirimkan bagi junjungan kita Nabi 

besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derjat manusia menjadi insan kamil dimuka 

bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam. 

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan bsempatan kepada kami 

untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat 

terhadap Empat Rancangan Peraturan Daerah : Ranperda tentang Pertanggungjawaban 
I 

?elaksanaan APBD Tahun 2014, Ranperda ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Li!Jgkungan Perusahaail, Ranperda tentang 

Pemenfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati 

Selanjutnya kami dari Fraksi Partai NasDem menyampaikan terima kasih yang sebesar 

besarnya kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota pengantar Rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar tahun Anggaran 2014 dan 3 

(tiga) Ranperda lainnya yaitu Ranperda tentang Pelayanan Publik, Ranperda tentang tanggung 

jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan Ranperda tentang pemanfaatan dan penggunaan 

bagian jalan. 

I. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 

adalah merupakan pertanggungjawaban pela~anaan PERDA Provinsi Sumatera Barat no. 12 

tahun 2014 ten tang perubahan APBD tahun anggaran 2014 yang merupakan penyampaian 

pertanggung jawaban terakhir Saudara Gubernur pan wakil Gubemur peri ode 20 I 0 - 2015. 



Berkenaan dengan Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 20 14 ini. Karni 

Fraksi Partai NasDem ingin meminta penjf)lasan Gubemur tentang : 

a. Sesuai dengan pemyataan Saudara Gubemur dalarn Nota Pengantar Ranperda tentang 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 kita sangat menyadari 

bahwa pada penyusunan APBD tahun 2014 seperti yang tertera pada KUA tahun 2014 kita 

masih dihadapkan kepada tujuh kendala yang harus di atasi, kami Fraksi Partai NasDem 

meminta penjelasan saudara Gubemur apa usaha yang sudah dan akan dilakukan dalarn 

mengatasi kendala-kendala yang ada ini? 

b. Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi kepada Saudara Gubern11r terkait dengan 

pendapatan daerah karena sudah dapat mele,bihi target yakni dari yang dianggarkan 

sebesar Rp. 3.522.329.927.000,- dapat direalisafikan Rp. 3.635.837.760.819,- atau sebesar 
' I 

103,22 %. Namun menurut pendapat kami sesuai dengan pemyataan Saudara Gubemur 

harus ditingkatkan lagi koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana DAU, 

bagi hasil dan dana penyesuaian sehingga kita akan lebih banyak dapat dana tersebut dari 

tahun anggaran 2014. 

c. Alokasi dana untuk pendidikan pada tahun 2014 cukup besar yaitu Rp. 61.639.843.221,­

tetapi yang terealisasi hanya Rp. 53.343.226.748,- atau hanya 85,54%, untuk itu kami 

Fraksi Partai NasDem meminta penjelasan dari saudara Gubernur mengenai penyebab 

tidak tercapainya target yang ditetapkan, padahal masalah pendidikan di Sumatera Barat 

sangat membutuhkan bantuan dana dari pemerintah. Bahkan ada masyarakat yang 

berpendapat bahwa saudara G•Jbemur tidak serius dalam menangani masalah pendidikan 

di Sumatera Barat. 

2. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik ' 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian ~egiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Pada intinya pemerintah wajib menyediakan semua 

sarana/prasarana penunjang demi terciptanya kepuasan terhadap pelayanan publik yang 

diberikan kepada m~syarakat. Pelayanan publik juga menjadi Salah satu faktor penentu 

tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. 



Setiap aparatur penydenggara dituntut untuk transparan (adanya kejelasan/keterbukaan), 

akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan) l!an aksesibiliti (kemudahan untuk diakses). 

Masyarakat menginginkan peiayanan yang mereka terima harus mudah, cepat, tepat, tidak 

berbelit-belit dan murah dalam pelayanan. Pelayarlan publik merupakan hak masyarakat yang 

harus dilaksannkan secara baik, oleh sebab itu !perlu adanya perhatian pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat dengan 

mengoptimalisasikan penyelenggaraan pelayanan publik. 

Namun dilapangan masih ditemukan kondisi yang belum sesuai dengan apa yang kits 

harapkan seperti pelayanan yang lama dan berb~Iit-belit oleh sebab itu Fraksi Partai NasDem 

meminta penjelasan dari saudara Gubemur tentang: 

a. Pelayanan publik yang mudah dan berkualitas bagi masyarakat? 

b. lnovasi Pelayanan Publik yang telah saudara lakukan selama tahun 2014/20!5? 

c. A pakah Pemerintah Daerah sudah pemah melaksanakan survey ten tang kepuasan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayan publik ? kalau sudah pemah dilakukan 

bagaimana hasilnya dan kendala-kendala apa saja yang dihadapai ? 

3. Ranperda Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
I 

Eksistensi perusahaan bukan hanya sekepar mencari keuntungan bagi pemilik 
I 

perusahaan, tetapi secara filosofis perusahaan harus berperan dalam rangka mencapai tujuan 

nasional yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. ltulah sebabnya dalam 

konsideran menimbang dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang-perseroan terbatas ditegaskan 

pembangunan perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Cita hukum ini 

mewajibkan setiap orang, badan, lembaga harus bertanggungjawab kepada yang lainnya 

sebagai pemangku kepentingan (stakeholders). Perusahaan mesti bertanggungjawab kepada 

lingkungan sosialnya untuk ikut maju bersama perusahaan dan ikut menikmati basil yang 

dicapai perusahaan dalam bentuk CSR. 

Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara mendasar merupakan suatu hal 

wajar apabila berawal dari pemahaman dasar bahwa perusahaan merupakan organ 

masyarakat. Sebagai organ masyarakat penJsahaan pasti mempunyai dampak positif dan 

negatif. Namun masih banyak perusaan yang ticlak mau bertanggungjawab dengan akaibat 

yang telah dilakukannya. 



Untuk itu Fraksi Partai NasDem meminta penjelasan dari saudara Oubemur : 

a. Selama ini setiap perusahaan p~rusahaan besar atau kecil yang ada di Sumatera Barat 

memang sudah ada yang melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bentuk Coorporate 

Social Responsibility (CSR) tetapi belum terkoordinir dengan baik sehingga cara dan 

jumlahnya san gat bervariasi sesuai dengan pertimbangan Subjektif perusahaan itu sendiri, 

untuk itu kami mohon gambaran perusahaan besar yang ada di ibukota Provinsi Sumatera 

Barat ini yang telah memberikan tanggung jawab sosialnya dan yang bel urn sama sekali 

mohon penjelasan. 

b. Apakah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan TJSL mohon dijelaskan. 

4. Ranperda Pemenfaatan dan Penggunaan Bagian! Jalan 

Berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang-unda~g Das!fl' I 945, negara bertanggungjawab 

atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang·undang. Salah 

satu prasarana yang diperuntukkan untuk masyarakat yang merupakan fasilitas umum adalah 

jalan. Jalan seb~.gai salah satu prasarana transportasi merupakan urat nadi kehidupan bagi 

masyarakat. 

Jalan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepentingan kelancaran lalu lintas 

dan transportasi darat terutama dalam mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya 

yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan 

serta pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka untuk itu 

jalan harus terjaga diupayakan selalu berada dalam kondisi baik dan ~ayak fungsi, serta tidak 

boleh terganggu oleh kegiatan kegiatan apapun, yang akan mengakibatkan terjadinya 

kemacetan lalu lintas. 

Maka untuk itu jalan harus bebas dari segala (ungsi yang mungkin akan membahayakan 

pengguna jalan tersebut. 

Penyalah gunaan bagian jalan pada saat ini sangat marak terjadi seperti badan jalan 

dijadikan tempat berdagang bagi masyarkat, tempat parkir dan tempat untuk melaksanakan 

pesta bagi masyarakat yang rumahnya dekat dengan jalan raya, yang mengakibatkan 

pengguna jalan lain menjadi tidak nyaman. Untuk itu Fraksi Partai NasDem sangat 

mendukung rancangan peraturan daerah ini. 

Pemamfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan diharapkan Pemerintah Daerah 

melaksankannya secara konsekwen, sebab saat ini pelengaran terhadap pemamfaat bagian 



jalan ini justru banyak dilanggar oleh Pemerintah daerah contohnya; membangun taman 

bunga di trotoar, menegakan baliho yang diatltsnya banyak foto pejabat dan anggota legislatif 

ataupun eaton pejabat dan tiangnya ditempatkan pada trotoar, menjadikan trotoar dan badana 

jalan sebagai tempat parkir dan ini sangat mengganggu bagi p~jalan kaki. Untuk itu perlu 

adanya sangksi yang tegas dari pemerintah yang[ harus piberikan kepada masyarakat yang 

telah menyalahi fungsi jalan. 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati 

Demikianlah Pandangan Umum dan Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera 

Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan 

di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon 

a!T'pun. 

Wabil/ahi Taufiq Waf Hidayah 

Fraksi Partai NasDem 
Dewan Perwakihm Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 

Dr. Risnaldi, S.Ag., M.M 
i I ; l 4 

Murdani, S.E .. M.M 

Sekretaris Ketua 



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SlJMATERA BARAT 
Jl. Khatib Sulalman No. 87 Telp. (0751) • 7057591· 7057592 • 7057593 (E~t. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133 

Pemandangan Umum 
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Terhadap 4 Cern pat) ·Ranperda ten tang : 

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 
2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
3. Pemanfaatan dan Pettggun11an Bagian Jalan 
4. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 

Disampaikan pada Rapat Paripuma DPRD 
Provinsi Sumatera Barat, 

Selasa, 01 Sya'ban 1436 H 119 Mei 2015 M 
Juru Bicara Yu1iarman 

Yth.Sdr. Gubemur Sumatera Barat 

' 
Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Bar at 

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan Partai Politik dan Ormas di Sumatera Barat 

Sdr. Ketua BPK Rl Perwakilan Sumatera Barat 

Sdr. Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai yang hadir pada 

kesempatan ini. 



Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, K.epala Dinas, Badan, 

Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan 

Hadirin yang bcrbahagia. 

Marilah kita bersyukur kehadirat Allal'i SWT, atas rahmat dan 

karunia-Nya kepada kita untuk dapat menghadiri Rapat Paripuma hari ini, 

dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap 

Ranperda tersebut diatas. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi 

Muhammad SAW, kepada keluarga, shahabat serta umatnya yang setia 

rrtengikuti sunnahnya samapi akhir zaman. 

Selanjutnya kami n:engucapkan : terimakasih kepada pimpinan 

sidang yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan 

Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 4 (empat) Ranperda Provinsi 

Sumatera Barat tentang: (!). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Tahun 2014 (2).Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

(3). Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. (4). Tanggungjawab 

Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Setelah menyimak mempelajari1 membahas Nota Pengantar 

disampaikan oleh saudara Gubemur tanggal 13 Mei 2015, Ranperda 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 dan 
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tanggal 18 Mei 2015, 3 (tiga) Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang 

(1). Penyelenggaraan Pelayanan Publik (2). Pemanfaatan dan 

Penggunaan Bagian Jalan (3). Tanggungjawab Sosial dan 

Lingl<ungan Perusahaan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besamya Gubemur. Berkenaan dengan ini perkenankan kami 

menyampaikan Pandangan Umum terhadap 4 (empat) Ranperda Provinsi 

Sumatera Barat terse but sebagai berii<ut : ' 

' 1. Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Tahun 2014 

Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa APBD adalah 

merupakan rencana operasional keuangan daerah dengan siklusnya 

yang dimulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan laporan 

pertanggungj a waban pelaksanaan APBD. Dari laporan 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini adalah merupakan 

rea1isasi keuangan dari pe1aksanaan pokok-pokok kebijaksanaan dan 

program kerja yang dituangkan d~1am APBD tahun 20 14, maka 

dida1amnya akan termuat se1uruh realisasi penerimaan dn 

penge1uaran. 

Bi1a kita kaitbn dengan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 

2014 yang merupakan penjabaran dari RPJM-D tahun 2010-2015 

prioritas pembangunan daerah tahun 2014 sebagimana yang te1ah 

disampaikan aparat terkait, te1ah menggunakan dana yang 
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dialokasikan untuk menunjang kelancaran tugas penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah, kami ingin mengkritisi penggunaan alokasi dana 

dari belanja langsung yang pelaksanaannya menurut urusan 

pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. 

Oari 23 urusan wajib yang dikelola, kami melihat realisasi yang 

dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana pada urus:m Perhubungan 

angka (7) sebesar Rp. 19.786.721.000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp. 12.764.082.087,74 atau 64,51%. Realisasi yang telah 

dilaksanakan ini adalah merupakan kegagalan menyelenggarakan 

pelayanan masyarakat dari urusan ini. Makanya kami dalam hal ini 

memberikan penilaian supaya kedepan realisasi yang jauh dari yang 
I 
I 

dianggarkan adalah rilerupakan kelemahat. yang tidak perlu terjadi, 

tolong dijeiaskan kepada kami alasan-alasan tidak mampunya 

menggunakan alokasi dana ini. 

Selanjutnya pada urusan pilihan, kami melihat pula bahwa pada 

urusan Kelautan dan Perikanan yang dapat alokasi dana sebesar 

Rp.38.051.043.110,00 dengan realisasi sebesar 

Rp. 27.643.270.317,00 atau 72,65%. Realisasi yang rendah ini tentu 

kita perlu menyikapinya dengan strategis apakah urusan yang sangat 
I 

strategis ini tidak dilengkapi dengaJ grand design yang terukur yang 

dapat diuji dilapangan sesuai dengan kriteria yang ada pada urusan 

ini. Untuk ini ke depan kami harapkan Dinas Kelautan dan 
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Perikanan dapat menyusun perencanaan yang lebih komperhensif 

sehingga pada urusan ini yang tidal< memadai realisasi penggunaan 

dana yang tersedia tidak mencapai target yang diharapkan. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

.. 

Sebagaimana yang kita baca ,di media massa bahwa diberbagai 

sektor pembangunan Provinsi Surnatera Barat, bila dibandingkan 

dengan Provinsi lain di Republik ihi, kita berada pada posisi yang 
I . 

tidal< menguntungkan, ma.kanya untuk masa-masa yar,g akan datang, 

kami mengharapkan Pemerintah Daerah lebih belajar keras, usaha 

keras dan kerja keras untuk dapat melakukan pendekatan yang 

intensif, kiranya kita bisa rnendapatkan kucuran bantuan pusat 

sebagaimana yang telah dinikrnati oleh Provinsi-Provinsi lain, kalau 

hal ini tidak berhasil kita lakukan kita akan lebih terpuruk lagi 

karena kita menyadari bahwa kita sarnpai saat ini belurn rnarnpu 

mengelola dengan cerdas dan terukur surnbcr daya alam yang ada. 

Makanya ke depan kita telah rnernpersiapkan dari sekarang SKPD­

SKPD yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga harapan 

masyarakat terLadap keberhasilan pernerintah rnernperbaiki posisi 
' 

Provinsi kita ini ke depan untuk rnen:jawab tantangan dan rnenerobos 

hambatan yang ada selama ini. 

Sdr. Gubernur, Pirnpinan dan Hadirin Yang karni Horrnati, 

Sesuai dengan RPJM-D 2010-2015, kami merasa per!u 

menyampaikan dan mempertanyakan keberhasilan pembangunan 

antara lain : 

1. Sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat kita Adat Basandi 

Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dalam hal ini menurut kami 
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perlu suatu perencanaan yang lebih komperehensif dalam hal ini 

untuk dapat kita mengukur 'keberhasilan kita dalam beradat dan 

beragama. Kami ingin mempertanyakan dalam bidang ini «pa 

keberhasilan kita yang agak si~ifikan sampai pada akhir tahun 
' ' anggaran 2014. 

2. Dari sisi pelaksanaan jalannya realisasi program dalam 

pemerintahan, bagaimana perkernbangan rea!isasi alokasi dana 

urusan wajib dan urusan pilihan bila dibandingkan realisasi tahun 

ini dengan rea!isasi pada tahun 2010-2013. 

3. Mengenai peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan kita 

juga membaca dibeberapa media masa dari sektor ini, Provinsi 

Sumatera Barat terjun bebas peringkatnya dan ini sulit dipercaya 

karena tidak ada barometer yang dapat digunakan secara 

transparan dan terukur. Dalam hal ini kami ingin penjelasan, 

permasalahan apa yang dialami sektor ini pada masa lalu sampai 

sekarang. 

4. Khusus Bank Nagari yang mana 51% sahamnya berasal dari 

APBD Sumbar sebagai asset Pemerintah Daerah yang diharapkan 

mampu meningkatkan PAD, sangat disayangkan adanya kejadian 

diantaranya mudahnya berpindah uang nasabah ke rekening pihak 

lain, yang mestinya ini tidak perlu terjadi. Hal ini akibat 

Iemahnya manajemen pihak Bank Nagari, seperti berita media 

masa seminggu yang Ialu, raibnya uang nasabah di rekenir..gnya 

sendiri dan betapa mudahriya pemindah bukuan nasabah atas 

nama DPW PPP Sumatera Barat yang berbeda nama tanpa 

persetujuan dan pengantar dari
1 

yang bersangkutan dan hanya 

dengan alasan buku hilang tanpa ada keterangan dari pihak 

kepolisian. Kami dari Fraksi PPP mempertanyakan kinerja Bank 

Nagari karena dikhawatirkan akan menyebabkan hilangnya 
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kepercayaan dari nasabah yang mengakibatkan kerugian besar 

daerah. 

2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Berbicara tentang Pelayanan Publik, ini adalah rnerupakan 

pelayanan yang sangat sensitif karena menyangkut secara timbal 

balik pemberi pelayanan dan penerima manfaat dari pelayanan itu, 

maka untuk itu sebelum kita masu~ kepada materi Rancangan Perda 

tentang Penyelenggaraan Pelayana~ Publik ini, karni mengaturkan 

terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah mengajukan 

Rancangan ini pada tanggal 18 Mei 2015. 

Amanah dalam Pelayanan Publik ini setiap pemangku kebijakan 

harus memahami secara mendalam dari hati nurani setiap pelayanan 

yang diberikan kepada rakyat sebagai haknya. Sebagai ujud dari 

mata rantai perjuangan kemerd~kaan patut kiranya kita memberikan 

pelayanan secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku secara 

proposional, dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah ini 

yang paling penting disadari dan dilaks~.nakan oleh kita sebagai 

Pemerintah Daerah bahwa kita adalah sebagai penyelenggara yang 

diamanahkan oleh rakyat itu sendiri jangan dibalik, dengan arti kata 

jangan sampai pada suatu ketika rakyat yang memberikan pelayanan 

kepada aparatur pelaksana pelayanan. 

7 



Pada zaman reformasi ini setiap aparatur Negara dituntut harus 

mampu melaksanakan pelayar\.an secara prima dalam rnelakukan 

pelayanan, sehingga pada gilirannya rakyat mendapat kepuasan dari 

hasil pelayanan yang diterimanya dengarl arti kata pemerintah telah 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam 

rangka menyikapi reformasi birokrasi dan pelayanan publik, 

penyelenggara pemerintahan harus menydenggarakan pelayanan 

publik dalam rangka melakukan reformasi I perubahan menuju 

pemerintahan yang baik dan bennutu yang senantiasa berpihak 

kepada masyarakat secara luas sehingga pupuslah anggapan 

masyarakat terhadap ragamnya pela,Yanan publik yang tidak adil dan 

I 

tidak merata itu yang menjadi anggapan selama ini. Dari perjalanan 

pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah kedepan, 

Pemerintah Daerah rnencari terobosan dan berupaya 

rnengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sampai 

pada titik kepuasan masyarakat yang akan menjadi tolak ukur 

keberhasilan program pembangunan itu sendiri. Untuk mencapai ke 

arah itu, perlu adanya suatu standar operasional yang terukur dan 

dapat diuji dilapangan yang akan dijadikan pedoman utama bagi 

SKPD untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama telah tercapai 
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pelayanan yang prima yang diberikan oleh Penyelenggara Pelayanan 

Publik. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

3. Ranperda ten tang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. 

Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pemanfaatan dan Pengunaan Bagian Jalan, dalam hal ini Fraksi PPP 

telah mengadakan rapat untuk membahas Ranperda ini dan kami 
I 

mengaturkan terima kasih 
I 

kepada Gubernur yang telah 

menyampaikan Ranperda ini pada tanggal 18 Mei 2015. 

Karena fen omena . kesemberawutan pengaturan dan penggunaan 

jalan selama ini cukup menyita waktu dan pada gilirannya akan 

bermuara kepada ekonomi biaya tinggi akibat dari terganggunya lalu 

lintas jalan karena fasilitas jalan tersebut tidak hanya digunakan 

untuk lalu lintas tapi juga digunakan untuk berdagang dan juga 

untuk pesta dengan arti kata banyak penakuan penggunaan jalan 

diluar dari pada kepentingannya, 'tentu. hal ini apabila dibiarkan 

sepanjang masa dia. akan menjadi kebiasaan dan budaya yang jelek 

yang akan merugikan semua pihak. 

Pemerintah Daerah Sumatera Barat mengambil kebijakan dalam hal 

pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan sesuai dengan Undang-

Undang No. 34 Tahun 2006 tentang jalan dan sesuai pula dengan 

kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur dalam Undang-
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Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam 

ketentuan UU tersebut kewenangan Provinsi dalam pemanfaatan dan 

penggunaan bagian jalan meliputi pengaturan, pembinaan, 
i 

pembangunan dan pengawasan jal~n Provinsi. Berdasarkan hal-hal 

yang dikemukakan di atas guna menuju kepada kesempurnaan 

Ranperda ini, Fraksi kami mengajukan beberapa masukan untuk 

Peraturan Daerah ini. Pada prinsipnya bagi Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan, Peraturan Daer<\h ini setelah diberlakukan dapat 

menambah kenyamanan terhadap masyarakat dalam berlalu lintas 

menggunakan fasilitas jalan. Bila kita perhatikan fenomena selama 
I 

ini secara kasat mata ada beberapa hal yang dapat dijadikan atau kita 

fungsikan menjadi pengurai dalami hambatan yang timbul terhadap 

hambatan lalu lintas jalan akibat penggunaan dan pemanfaatan 

bagianjalan yang tidak sesuai dengan fungsinya, antara lain: 

1. Parkir kendaraan pacta bad an jalan. 

2. Kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan tidak sesuai dengan 

kelas jalan. 

3. Masyarakat menggunakan jalan berlawanan arah. 

4. Penggunaan dan pemanfaatan bagian jalan yanc diberikan izin 

oleh yang tidal< berhak makanya Perda ini harus menetapkan izin 

dispensasi dari Pemerintah Daerah, contoh tzm untuk 

pemanfaatan bagianjalan untuk pesta dan keramaian Iainnya. 
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5. Diharapkan Peraturan Daerah ini tidal< membebani masyarakat. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

4. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan 
Perusahaan. 

Sekali Iagi kami dari fraksi PPP mengaturkan terima kasih kepada 

Pemerintah Daerah yang telah mengajukan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
I 

yang telah disampaikan pacta tanggall8 Mei 2015. 

Untuk menuju kesempurnaan suatu Peraturan Daerah, kami dari 

Fraksi PPP telah mengadakan rapat untuk membahas Rancangan 

Peraturan Daerah yang diajukan ini. Sebelum kita masuk kepada 

saran, usul dan pendapat, kami mencoba melihat Jatar belakang 

pentingnya Peraturan Daerah ini bagi masyarakat kita. 

1. Perseroan harus memberikan layanan yang cepat, kepastian 

hukum serta tuntutan dalam pengembangan usaha yang sesuai 

dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan prinsip 

tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. 

2. Pasal 74 UU tersebut di atas memuat ketentuan bahwa Perseroan 

Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang 

dan!atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib 

melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang 
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bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan 

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pacta 

umumnya, maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya 

hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. 

Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggungjawab sosial dan 

Iingkungan tersebut, harus dimasukkan/dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan 

dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. 
' 

3. Pasal 15 UU No. 25 tahun 2007 ten tang Penanaman Modal juga 

diatur kewajiban setiap penanam modal untt:k melaksanakan 

tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. 

Pada hakekatnya keseluruh UU yang kami sebutkan diatas akan 

merupakan kesadaran tcntang pentingnya tanggungjawab sosial 

dan lingkungan perusahaan ini menjadi tren global seiring dengan 

semakin meningkatnya kepedulian mengutamakan pemangku 

kepentingan. 

Se!anjutnya akan menjadi perhatian kita semua kiranya setelah 

ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan 

Daerah sangat kita harapkan pelaksanaan dari tanggungjawab 

sosial dan lingkungan perusahaan ini betu!-betul dilaksanakan 
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secara terukur sesuai dengan tata cara dan pengambilan 

keputusan tentang responsibility masing-masing perusaha,an 

kepada objek binaannya betui-betul dilakukan secara transparan 

dan tepat sasaran dan untuk selanjutnya pelaksanaan rincinya kita 

serahkan kepada SKPD dan perusahaan yang mempunyai · 

tanggungjawab sosial kepada masyarakat sesuai dengan aturan-
' 

aturan yang telah ada. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadiriri Yan~ kami Hormati, 

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap 4 (empat) 

Ranperda tentang (!). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

2014, (2). Penyelenggaraan Pelayanan Publik, (3). Pemanfaatan dan 

Penggunaan Bagian Jalan, 4). Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan. Kami Fraksi PPP setuju pembahasan Ranperda ini 

dilanjutnya ke tahap berikut, Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang 

kurang berkenan dalam penyampaian Pandangan Umum ini, terimakasih 

atas perhatiannya. 

Bi/lahit taufik wal hidayah 

Padang, 19 Mei 2015 
\.''··''" 



1., Ketua 
2. Wakil Ketua 
3. Sekretaris 
4. Bendahara 
5. Anggota 
6. Anggota 
7. Anggota 
8. Anggota 

: Yulfadri Nurdii, SH 
:H. Iraddatillo.h, S.Pt , 
: Yuliarman 
: Zalman Zaunit, S.Sos 
:H. Martias Tanjung, S.Ag 
: Drs. Novi Yuliasni Dt. Paduko Rajo 
: H. Amora Lubis, S.Sos.I 
: Syafril Ilyas S I P 
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PEMANDANGAN UMUM 

FRAI<SI PARTAI HANURA 

TERHADAP RANPERDA 

TENTANG 

1. PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2014 

2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLII< 

3. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN 

4. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

PERUSAHAAN. 

DISAMPAIKAN PADA ~APAT PARIPURNA 

SELASA, 19 Mei 2015 

DIBAC::AKAN OLEH 

ZUSMAWATI, SE, MM 
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Bismillahhirahmanirrahim, 
Assa!af1'1u'alaikum Wr. Wb 

Yth. Sdr. 

• Gubernur dan Waki/ Gubernur Sumatera Barat 

• Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

• Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi 
Agama Provinsi Sumatera Barat. 

• Sekretaris Daerah. Asisten, Staf Ahli, K8pala Badan, Dinas, Kantor 
dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

• Kepala BPK Rl Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. 

• Pimpinan BUMN I BUMD Provimsi Sumatera Barat. 

I 

• Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia. 

Afhamdufillah, Segala puji bagi Allah Azza wa Jolla, atas berkat 

rahmat dan nikrnat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara 

rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap 

Ranperda tentang : 

I. PERTANGGl)NGJAWASAN APBD TAHUN 2014 

II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLII< 

Ill. PEMANFAATAN DA!'\J PENGGUNAAN BAGIAN 
JALAN 

IV. TANGGUNG JAWAB 

PERUSAHAAN. 

2 

SO~IAL DAN LINGKUNGAN 
' 



Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada 

Nabi Muham mad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia 

mengikuti sunnah beliau, semoga kita termasuk sebagai umat yang 

mendapat syafaat dari beliau baginda rasulullah SAW. Amin. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati 
I 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan hakikat dari 
I 

pelaksanaan proses demokrasi. Secara fonseptual, pertanggungjawaban 
' I 

dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bermuara kepada 

pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik 

kepada eksekutif maupun legislatif, bahkan juga yudikatif. Dengannya 

dapatlah dianalisis untuk diketahui bagaimana kinerja pengelolaan 

keuangan daerah, apakah ada kemajuan atau justru kemunduran selama 

satu tahun tersebut. Laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut 

sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah 

daerah dalam rnenjaga akuntabilitqs pelaksanaan kebijakan keuangan/ 

anggaran setiap tahunnya, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(penganggaranya) semakin efektif, efis
1

ien dan dapat di kontrol oleh 

publik. 

Kami Fraksi Hanura memberikan apresiasi atas upaya efisiensi yang 

telah dilakukan oleh Gubernur dengan melakukan pembahasan satu 

persatu terhadap program yang disusun. Upaya efisiensi tersebut akan 

benar-benar terwujud bila dilakukan pengontrolan dalam realisasi 

pelaksaan program yang telah disusun oleh setiap SKPD. Sehingga 



efisiensi tidak hanya pad a tataran' perencanaan tapi juga sampai pad a 

tataran implementasi. 

Pelayanan publik oleh birokrasj pub,lik merupakan salah · satu 

perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat, 

disamping sebagai abdi Negara. Salah satu faktor penentu tingkat 

keberhasilan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah adalah 

terciptanya kepuasan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. yang 

diberikan oleh pemerintah. Pelayanan publik .adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan bagi setiap warga 

Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Dalam pemanfaatan fungsi jalah provinsi di 5umatera 3arat, 

banyak pemanfaatan dan penggunaan jalan yang tidak tertib, 

rnengakibatkan penggunaan jalan kurang optimal serta dapat 

menimbulkan kerusakan jalan, bahkan dapat menimbulkan kemacetan 

lalu lintas seperti adanya pasar tumpah, penumpukan bahan bangunan 

di jalan, parkir liar di pinggir jalan, bangunan liar, galian-galian, 

pembuatan akses jalan masuk liar dan pemasangan baliho yang tidak 

pada tempatnya yang dapat mengganggu pemandangan pengguna 

jalan. 

Salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi adalah 
i 

dunia usaha, dimana dunia usaha yang berbentuk perseroan dituntut 

berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh 
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karena itu perseroan harus memberikan layanan yang cepat, kepastian 

hukum serta tuntutan dalam pengembangan dunia usaha yang sesuai 

dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate 

Govermance), dan prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang No 40 

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

I 

Sdr. Gubernur, Pimpinan clan hadirin yang kami hormati 

Berdasarkan Nota Penjelasan Gubernur dan Naskah Akademis 
I 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Si.Jmatera Barat Tentang : 

I. PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2014 

II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 

Ill. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN 

IV. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

PERUSAHAAN. 
kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami 

anggc.p penting untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemprov Sumatera 

Barat antara lain sebagai berikut: 

I. PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2014 
! 

1. Kita perlu mengevalusi kembali apakah program-program yang 

dibuat dan telah dilaksanakan selama ini telah menyf'ntuh 

kepentingan masyarakat banyak? apakah distribusi dari program­

program tersebut sudah tepat sasaran?.Masih adanya program 

pemerintah yang tidak maksimal atau tidak sesuai dengan tujuan 

awal sehingga dana yang telah dialokasikan tidak tepat sasaran 

karena pengelo/aan yang tidak professional. 

~ 



2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Bagi kepala SKPD 

yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dapat 
I 

dipertahankan untuk melar~utkar masa tugas berikutnya. Namun 
I 

bagi kepala SI<PD yang kurang mampu menjalankan tugasnya 

dengan baik perlu dilakukan restrukturisasi serta menempatkan 

kembali personil yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. 

Dan sesuai dengan Undang-undang ASN masa jabatan kepala 

SKPD hanya selama 4 ~ahun, namun kenyataannya masih ada 

beberapa kepala SKPD yang me~abat lebih dari 4 tahun. Mohon 

pe~elasan saudara Gubernur? 

3. l<emajuan su3tu daerah sangat bergantung pada kualitas sumber 
I 

daya manusia. Oleh karena itu, lfami mengharapkan agar alokasi 

anggaran untuk pendidikan mampu meningkatkan kemajuan dunia 

pendidikan, namun pada kenyataannya anggaran yang telah 

disediakan tidak mampu diserap semaksimal mungkin oleh karena 

itu terkesan Dinas pendidikan tidak mampu untuk mewujudkan 

program dan kegiatan yang telah mereka tetapkan sebelumnya. 

4. Masalah yang urgent/penting pada Dinas Pendidikan terkait 

dengan SM.~\ yang dikelola oleh Dinas pendidikan sudah sampai 
I 

sejauhmana Progresnya?, sementara dana untuk itu telah di 

anggarkan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Termasuk juga dengan program yang di anggarkan 
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oleh dana APBN dan APBD banyak yang tidak terealisasi apa 

penyebabnya dan mohon penjelasan saudara gubernur. 

S. Untuk Pendapatan Asli Oaerah mengalami realisasi rata-rata 

diatas 100% hal ini disebabkan oleh apa? Apakah akibat 

peningkatan jumlah objek 'pendapatan yang ditarik?, ataukah 

kurangnya perencanaan dan identifikasi potensi pendapatan 

daerah? apakah pemerintah wovinsi Sumatera Barat sudah 
' 

mempunyai dokumen perencanaan mengenai pengelolaan dan 

peta potensi dari pendapatan daerah?Mohon Penjelasan? 

6. Jumlah belanja daerah di Tahun 2014 yang terealisasi sebanyak 

95,35% hal ir,i dikarena apa? apakah karena efesiensi dan 

efektifitas belanja, atau adanya kegiatan yang tidak terealisasi 

akibat waktu yang sempit atqukah realisasi penyerapan terjadi di 

triwulan ketiga dan keempat ataukah perencanaan yang kurang . 

tepat sehingga kegiatan tidak I. dapat dilaksanakan? Mohon 

Penjelasan? 

7. Masih adanya beberapa dinas pemungut yang kurang mampu 

melaksanakan tugas dengan baik sehingga belum adanya sanksi 

dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi yang 

nakal. Untuk itu kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Provi:-Jsi 



Sumatera Barat per'u m~mpertanyakan ketegasan saudara 

Gubernur dalam menyikapi hal ini. Mohon Penjelasan? 

8. Besarnya SILPA per 31 Desembe~ tahun 2014 yang mencapai Rp 

218 milyar lebih, hal ini secara operasional bukan merupakan suatu 

keberhasilan dalam melakukan efisiensi anggaran, tetapi lebih 

merupakan sebagai bentuk dari perencanaan pembangunan yang 

tidak sistematis, disertai lemahnya koordinasi antar instansi dalam 

penggunaan anggaran yang telah ditetapkan, akibatnya 

berimplikasi pada penyelesaian kegiatan yang kurang maksimal. 

Bahkan dalam sistem · anggaran berbasis kinerJa, semakin besar 
' 

SILPA cenderung kinerja keuangan pemerintah semakin kurang 

baik. 

9. Dalam pengurangan angka kemiskinan sudah tersedia anggaran 

yang cukup banyak namun Pemprov belum bisa menekan e~ngka 

kemiskinan tersebut. Fraksi kami menilai masih belum dijalankan 

program/kegiatan disebabk:=:~n oleh banyak factor, diantaranya 

program/kegiatan tersebut belum terintegrasi dan tidak di desain 

serius langkah-langkah solusinya agar out-put program bisa 

terukur dan holistick dan justru dalam pembuatan program, SKPD 

lebih pada ego sektoral masing-masing. 

10. Mengenai Bantuan hi bah, Ka\]'li dari Fraksi Partai Hanura 

mempertanyakan pengelolaan yang dilakukan oleh DPKD tidak 
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menyeluruh pengalokasiannya hanya pada golongan tertentu 

saja sehingga bantuan hi bah ini tidak tepat sasaran. 

11. Permasalahan pelelangan asset daerah pad a 

pertanggungjawaban APBD juga menjadi sorotan bagi kami 

Fraksi Hanura yang mana dalam pelelangan seringkali 
I 

dimenangkan oleh pejabat-pejabat yang itu-itu saja dengan 

menggunakan nama orang lain ,sehingga tidak diberikan kepada 

pejabat yang lainnya yang le~ih berhak. Dan untuk itu kami 

meminta Pemprov untuk lebih serius dalam menginventarisasi 

asset daerah guna menyelamatkan asset-asaet yang dimiliki oleh 

pemprov. 

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanilan APBD Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat tilhun anggaran 2014 ini, berkaitan erat dengan Laporan 

Kinerja Kepala Daerah Provinsi Sumatera yang dimaksudkan untuk 

memberikan informasi tentang segala kebijakan Pemerintah Provinsi dan 

kinerja Kepala Daerah selama tahun 2014 1 seharusnya Laporan Kinerja 
I 

Kepala Daerah tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui media-

media dan surat kabar yang ada di Provinsi Sumatera Barat namun yang 

terjadi laporan Kinerja Kepala Daerah tersebut tidak diinformasikan ke 

rnasyarakat oleh media dan surat kabar yang ada di Sumbar. 
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11. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 
I 

1. Raperda tentang pelayanan publi
1
k ini harus menJadi media untuk 

mewujudkan komitmen tinggi jPemprov, Pemkab dan Pemko 
. I 

dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Sehingga 

raperda ini harus menjadi dorongan bagi Pemprov, Pemkeb dan 

Pemko untuk memberikan layanan publik yang berkualitas dari 

aspek kekuatan hukum. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD 

Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa selain dorongan dari 

aspek kekuatan hukum maka perlu ada media yang dapat 

mendorong perubahan orientasi pelayanan .dari aparat pemerintah 

yang lebih mengubah perilaku dan kebiasan aparat pemerintah 

kota dalam memberikan pelayanan lebih ke customer focus. 

2. Kami dari Fraksi Partai Hani.Jra DPRD Provinsi Sumatera Barat 

memandang perlu adanya penjelasan mengenai kewenangan 

Pembina Pelayanan Publik. Dalam hal ini kaitannya dengan 

Ombudsman Nasional dan Komi~i Pelayanan Publik. diperlukan 

kejelasan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam 

melakukan pembinaan terhadap Pelayanan Publik sehingga 

kontra produktif. 

3. Penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan 

publik terlalu arogansi sehingga tidak sesuai dengan undang­

undang yang dipatuhi oleh para pelayan publik. Oleh karena itu 

kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat 

meminta kepada saudara gubernur untuk dapat mengubah tata 

cara bekerja dari pelayan publik tersebut agar lebih ramah, 

berkualitas dan bertanggung jawab. 

4. Kami dari Fraksi Partai Halnura DPRD Prov. Sumbar 

mempertanyakan apakah dengan dicanangkannya Ranperda ini 
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akan dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan 

publik, peningkatakan sarana dan prasarana pelayanan, dan 

prosedur pelayanan yang akurat. Mohon penjelasan? 

5. Dalam memberikan pelayanan publik biasanya para petugas 

menawarkan dua cara kepada masyarakat, yaitu cara cepat dan 

lambat. Cara cepat inilah yang kita maksud sebagai proses pungli. 

Biasanya cara cepat ini membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam hal 

ini yang menjadi korban adalah rnasyarakat yang tidak memiliki 
' ' ' 

uang atau masyarakat miskin. Apakah dengan dicanangkannya 

ranperda akan dapat mengatasi permasalah tersebut? 

III.PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN 

1. Sesuai dengan fenomena yang terjadi di saat ini pemanfaatan dan 

penggunaan bag ian jalan banyak disalahgunakan oleh masyarakat 

maupun instansi dan pihak berwenang yang lain, mulai dari tempat 

berdagang, pemasangan baliho, penumpukkan bahan material, 

dan pasar tumpah yang te~tunya sangat mengganggu 

kenyamanan dari pengguna ljalan.. Apakah dengan di 

canangkannya Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian 

Jalan akan mampu mengatasi permasalahan ini, mengingat 

permasalahan ini telah berlangsung cukup lama dan sangat sulit 

sekali diatasi karena kebiasaan masyarakat yang salah 

menggunakan bagian jalan untuk kepentingan mereka, bahkan 

cenderung oemanfaatan dan penggunaan bagian jalan tersebut 
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rnerupakan tempat mereka untuk menghasilkan pundi-pundi 
' 

ekonomi untuk keberlangsungan 'hidup mereka sehari-hari. Mohon 

penjelasan? 

2. Pemprov harus tegas dalam memberikan sanksi bagi para 

pengguna bagian jalan yang menggunakan bagian jalan tidak 

semestinya sehingga pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan 

dapat menjamin keamanan dan kenyamanan penggunajalan. 

3. Diharapkan Ranperda ini dapat mengembalikan keamanan dan 

kenyaman bagi para pengguna jalan, membuat lalu lintas yang 

man tidak macet serta dapat rnengembalikan hak-hak para pejalan 

kaki yang selama ini telah banyak di rampas oleh pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab. Penertiban baliho-baliho pada ruas-ruas 

jalan juga harus dilakukan tampa adanya diskriminasi jika memang 

mengganggu harus segera ditertibkan. 

4. Kami berharap ranperda ini nantinya bisa ikut menyelesaikan 

permasalahan kerusakan jalan, memberikan kemudahan 

berkendara dan kenyamanan bagi pejalan kaki, dan bisa 

menciptakan nuansa indah. Penataan dan perawatan bagian­

bagian jalar. secara baik merupakan hal utama yang bisa dengan 

mudah mempercantik wajah tatanan Kab/kota. Hal ini akan bisa 

terwujud lebih mudah dengan adzmya kerjasama yang baik nntar 
I 

SKPD-SKPD terkait. . . 
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IV.TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGI<UNGAN 

PERUSAHAAN. 

1. Upaya dan langkah ko,lgkrit apa yang dilakukan oleh Pemprov 

untuk dapat meningkatkan kesadaran perusahaan tentang 

tanggung jawab sosial mereka terhadap lingkungan dan 
' 

ma;yarakat sekitar. Mohon Penjelasan? 

2 Selama ini beberapa dari peruiahaan BUMD telah memberikan 

tanggung jawab social mereka terhadap masyarakat dan 

lin9kungan sekitar perusahaan berdiri. Apakah nantinya ada 

tolok ukur yang mengatur ketentuan-ketentuan bagi 

perusahaan untuk rnelaksanakan tanggung jawab social mereka 

kepada lingkungan sekitar? Apakah tanggung jawab sosial 

tersebut hanya pada daerah mereka beroperasi saja? Bagaimana. 

dengan daerah dan wilayah yang jauh dari perusaahan 

beroperasi? Mohon penjelasan saudara Gubernur?. 

3. Dalam Ranperda ini kriteria lperusahaan seperti apa yang 

diwajibkan untuk memberikan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Mohon penjelasan? 

4. Selain memiliki tanggung jawab · terhadap konsumen, 

perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan 

sekitar,mengingat lingkungan juga merupakan komponen 

penting untuk memajukan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan dituntut untuk ramah lingkungan. Dan diharapkan 
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dengan di canangkannya Ranperda ini perusahaan dapat lebih 

berkembang dan maju tlengan memperhatikan lingkungan 

sekitar. 

Saudara Gubernur, Pimpinan Sid~ng dan hadirin yang kami 
muliakan. 

Sebagai representasi oari masyarakat Sumatera Barat, kami dari 
Fraksi Partai Hanura sangat mengharapkan sekali peningkatan kinerja 
pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, sehingga tercapai nya tujuan pembangunan dalam 
mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang lebih sejahtera. 

Demikian Pandangan l,Jmum (PU) Fraksi Partai Hanura, Akhirnya kami 
ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan 
kekhilafan. 
Semoga Allah SWT melindungi kita $emua. Amin Ya Rabbal Alamin. 

WABILLAHI TAUFIG WALHIDAYAH, 
I 

WASSALAMMUALAIKUM WARAHMAfULLAHI WABARAKATU. 

Penasehat 
Ketua 
Wk. l<etua 
Sekretaris 
Bendahara 

Drs. H. Mar/is, MM 
Dra. Armiati 

' I 

Syaiful Ardi, S.Sos,M.Hum 
I 

Zusmawati, SE, MM 
: Taufik Hidayat, SE 
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I 

·erhadap: 

I 

F H A K S I 
PDl PERJUANGAN,PKB & PBB 

I 

DPRD PROVINSJ SUMATERA BARAT 
Jln. Khatib Sulaiman No.8? Telp. 7057 591-31 Ext: /90 

' ' 

PANDANGAN UMUM 
FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB 

DPRD PROVINSI SUMBAR 

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
tahun 2014 

2. Ranpercla tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
3. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan lingku~gan 

Pcrusahaan 
4. Ranperda tentang Pemanfaatan clan Penggunaan jalan 

uru Bicara 
l'anggal : Selasa, 19 Mei 2015 

4ssalanwalaikum Wr. Wb 
f)afam Sejahtera Bagi Kita Semua 

"y Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi 
Sumatera Barat 

"y Yang Terhormat Sdr. Gubernur Beserta dan Wakil Gubernur 
'r Yang Terhormat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama 
Provinsi Sumatera Barat ' 

'r Yang Terhormat Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 
! 

> Yang Terhormat Sdr. Pimpinan Itlstansi Vertikal, BU:MN/BUMD 
Provinsi Sumatera Barat 

> Yang Terhormat Sdr. 
~ 

D i nas/B adan/Kantor/B iro 
Provinsi Sumatera Barat 

Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala 
dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah 



· Yang Terhormat Sdr. Pimpir.an Partai Politik, Ormas, LSM, Rekan Pers 
dan Hadirin serta Undangan Yang Berbahagia 

idang Dewan Yang Ter!tormat, 

ertama - tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah 
WT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan berkah, 
1hmat dan karunia-Nya, kepada kita ,dan segenap rnasyarakat Sumatera 
.arat, terlebih lagi bagi kita Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Provinsi 
umatera Barat sehingga kita pada !hari ini dapat bersama dan 
1elaksanakan Sidang Dewan yang mulyrl ini, .dengan agenda Pandangan 
Jmum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) Ranperda tersebut di atas. 
elanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah 
Ztbi kita Muhammad SAW junjungan alam pembawa pcrubahan, 
d"lm11~1si dan restorasi kehidupan manusia dari alam kegelapan menuju 
inar kemajuaan- minazzulumati ilannur- sebagaimana yang kita rasakan 
tari ini, serta selalu kita dambakan safa'atnya siang dan malam. 

,·audara Pimpinan, Gubernur, dan rekan-rekan anggota DPRD yang 
erhormat serta hadirin yang kami mulyakan 

)cbelum memasuki substansi pembahasan pandangan umum Fraksi kali 
ni, Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB mengucapkan selamat 
(epada Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat atas terpilihnya 
;ebagai wakil ketua I Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia (ADPSI) 
x1da munas ADPSI pertama yang di gelar di hotel Borobudur Jakarta, 
lum 'at-Minggu, 15-17/5, semoga pengoptimalan pelaksanaan tug as dan 
l'ungsi lcmbaga legislatif lebih baik kedepannya. 

Sidang Dewan Yang Terhormat, 
Kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB, setelah mendengar 
Pengantar Gubernur tentang Penyampaian 4 (empat) Ranperda 

' 

Nota 
yang 

disampaikan pacta Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Senin, 
18 Mei yang lalu, dan setelah mempelajari bahan-bahan Ranperda tersebut 
kam i menyambut baik atas segala Llsaha dan upaya Pemerintah Daerah 
dalam melakukan pembenahan-pembenahan Peraturan Daerah dalam 



.ngka upaya peningkatan kesyjahteraan masyarakat dengan 
emperhatikan kebutuhan masyaratkat Provinsi Sumatera Barat. 

erkaiatan dengan hal tersebut kami Fraldi PDI Pe1juangan, PKB & PBB 
mgat memahami dan dapat menerirha empat ranperda tersebut 
ntuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

ang berlakn. 

elanjunya izinkanlah kami menyampaikan Pandangan umum Fraksi kami 
:rhadap empat Ranperda tersebut yang kami tuangkan dalam bentuk 
e1ianyaan/saran/pendapat sebagai berikut: 

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
tahun 2014 
Kami memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi 
Sumatera Barat dengan dipero,lehnya opm1 Wajar Tanpa 
Pcngecualian (WTP) dalam penyaji*n laRoran keuangan Pemerintah 
Dacrah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2014. 
Namun hal itu tentu tidaklah berarti bahwa pengelolaan keuangan 
daerah secara menyeluruh sempurna, untuk itu izinkan kami fraksi 
PDI Pet:juangan, PKB & PBB :11emberikan tanggapan ataupun 
panclangan terhaclap Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2014 

y<mg cliajukan oleh Sdr. Gubernur berupa pertanyaan, pendapat, 
masukan, saran sebagai berikut: 

a. Dibiclang Pcndapatan Daerah; 
Kami memberikan apresiasi atas kinet:ia pemerintah daerah 
Provinsi Sumatera Barat atas pencapaian melebihi target 
pendapatan pajak dan retribusi daerah akan tetapi pendapatan 
dana bagi basil (DBH) pajak dar;t DBH sumber daya alam 
masih dibawah target dalam hal ini kami mempertanyakan apa 
penyebab tidak tercapainya target tersebut, apakah karena 
target secm·a nasional yang tidak tercapai ataukah koordinasi 
dengan pemerintah pusat kurang aktif dilakukan? 



b. Silpa 
Dari silpa pad a posisi 31 Desember 2014, terdapat diantaranya 
"kas di bendahara SKPD/DPKD" sebesar Rp. 817.040.131,- , 
kalau kita menganut sistem kas dalam pengelolaan keuangan 
seharusnya saldo kas pacta bendahara SKPD/DPKD sudah 
harus disetorkan ke kas daerah paling lambat tanggal 31 
Desember 2014, sebclum tutup buku ak~hir tahun. 
Fraksi kami meminta dan 'menyarankan agar kedepan hal ini 
tidak tendang lagi, karena akan menyulitkan dalam peny~jian 
LKPD dan rcntan te1jadinya pehyalahgunaan. 

. I 

c. Dalam pengeloaan kas daerah kedepan, kami menyarankan 
agar pemerintah daerah konsisten melaksanakan trensuari 
single accopunt (TSA) atau rekening Tanggal sebagai yang 
disarankan oleh Menteri Keuangan. 

d. Dalam pelayanan yang dilakukan oleh SKPD terkait (DPKAD) 
terutama dibidang pencairan dana kas daerah untuk pihalc 
ketiga, agar daerah mencarikan cara yang lebih simpel tanpa 
yang bersangkutan (pihak ketiga) harus datang ke Kas Daerah, 
karena masih kami dengar' keluhan masyarakat tentang hal ini 
terutama yang memiliki rekening bank selain Bank Nagari 
diharuskan datang sendiri untr1k mengisi dan menandatangani 
8plikasi pemindah bukuan yang' seharusnya dapat dicari 
solusinya. 

e. Realisasi belanja langsung 

Secm·a presentase realisasi mencapai 92,76%, realisasi ini dari 
segi output dan penyajian laporan dapat dikatakan telah 
memadai dan baik, tetapi bagi masyarakat Provinsi Sumatera 
Barat yang tcrpenting adalah outcome dan bermanfaatnya bagi 
mercka. 



Semoga Sdr.Gubernur beserta jajarnya telah mendalami 
I I 

keinginan masyarakat Provinsi Sumatera Barat ini dengan 
baik. 

f Selanjutnya kami juga memb~rikari catatan tentang anggaran 
kepada dcsa dimana Provinsi Sumatera Barat merupakan 
pendapat anggaran ke desa yang kecil, disebabkan ketika 
Sumatera Barat babaliak kenagari tetjadi penyusutan jumlah 
desa, namun dalam hal ini kami amat menyayangkan Sdr. 
Gubernur tidak dapat melakukan pendekatan kepada 
pemerintah pusat, bak pepatah mengatakann "cawang di !angik 
tondo kapaneh, Gabak dihulu tando ka hujan, lndak dipinteh 
saba!un hanyuik ". 

2. Ranperda trntang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Pclaks<mmm pelayanan . publik. merupakan bagian dari 
pcnyelenggaraan pemerintahan negara yang menjacli tanggungjawab 
Pemerintah (eksekutif) Pasal 4 UUD 1945. Atas asumsi tersebut 
maka penyelenggaraan pelayanan publik merupakan mandat bagi 
Negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masy~wakat. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan 
publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan 
kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan 
scluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanail 
publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap 
\Varga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab 
negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Membaca naskah akademik · pacta ranperda penyelenggaraan 
pelayanan publik pacta halaman 7 (Praktek Empiris), walaupun 
terlambat Pemerintah Daerah ( eksek~tif) telah menyadari sekali atas 
kualitas pelayanan publik yang merupakan titik strategis untuk 
memulai pengembangan good governance. Pada kondisi saat ini kita 
melihat betapa kurang baiknya pelayanan publik oleh beberapa 
Dinas, seperti pelayan kesehatan, yang selalu tidak mempuny'ai 
proscdur operasional yang baku dan sangat merugikan masyarakat 



penggunanya, pelayanan pendidikan masih ditemukan anak-anak 

yang terpaksa tidak meneruskan sekolah. karena orangtuanya tidak 
mampu membayar biaya sekolah, dalam kasus ini terbukti Provinsi 
Sumatera Barat dalam tahun 2014 dan 2015 tidak 1 pun membantu 
mereka dengan memberikan beasiswa. seterusnya dalam layanan 
administrasi kependudukan juga demikian, pengurusan Aida 
Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk masih 
dirasakan prosesnya lama dan lain-lain sehingga kurangnya 
pclayanan publik ini juga akan merugikan pendapatan daerah. 
Paclahal Menteri Pendayagunaan A!parat Negara dalam Keputusan 
No. 6 Tahun 2003 tentang Pedbman· Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik, men:vatakan bahwa "Hakikat layanan publik 
ada!ah pemberian !ayanan prima kepada ma.syarakat yang 
merupalwn perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai 
abdi masyarakat". Kedepannya Fraksi PDI Perjuangan,PKB & PBB 
mcnghmapkan dengan adanya perda ini maka segala bentuk yang 
mcnyangkut pelayanan publik sudah membaik dan membuat nyaman 
bagi yang membutuhkannya. 

Dnlam penelitian Fraksi kami, kualitas pelayanan publik dalam 
bcrbagai biclang belurn merhenuhi seperti yang diharapkan 
discbabkan ticlak aclanya kebebasan manajemen, serta campur tangan 
politik yang berlebihan dalam pengelolaan pelayanan publik, peran 
gancla dalam pelrryanan publik yal<ni m)tara tujuan komersial dan 
sosial serta tenaga pelaksana yang kurang cakap dan tidak 
professional dibidang pelayanan. Suatu layanan akan dianggap 
bcrnilai jika masyarakat merasakan kepuasan. Tingkat kepuasan ini 
dipengaruhi oleh 5 variabel, yaknii (!)service quality (kualitas 
pelayanan), (2) product quality (kualitas produk), (3) price (harga), 
(4) situation (situasi), dan (5) personality (sikap personil pelayanan). 
Pacla dimensi kulitas pelayanan persepsi masyarakat terhadap 
pelayanan terkait dengan lima aspek yang spesifik 
yaitu: reliability (kemampuan dan keandalan dalam menyediakan 
layanan publik), responsiveness (kesanggupan untuk membantu dan 
menyediakan layanan yang cepat, tepat serta tanggap terhadap 
keinginan masyarakat), assurance (kemampuan, keramahan, dan 



sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan 
masyarakat), empathy (sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan 
pelayanan), dan tangible (kualitas pelayanan yang terukur secara 
fisik berupa sarana perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang 
tunggu, tempat informasi), dan lain-lain. , 

3. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan 
Perusahaan 
Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan hal 
yang penting bagi setiap perusahaan · untuk dapat mengatur, 
mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya untuk 
tidak hanya menguntungkan dan meningkatan efisiensi bisnis setiap 
perusahaan, namun juga bagi lingkungan dan dampak sosial di masa 
yang akan datang. Kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB 
memberikan catatan-catatan seperti : 

a. Dengan diterbitkannya nanti Perda Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan perusahaan ini jangar sampai, perusahan-perusahan 
yang melakukan penariaman mo~al merasakan diberatkan. Kita 

' ' 

tahu bahwa penanaman modallinvcstasi di Sumatera Barat sangat 
tidak ada peningkatan terbaca di LKPJ, dan kita masih 
mengharapkan dana dari APBN. 

b. Bahwa dalam ranperda ini akan dibentuk Porum Tanggungjawab 
sosial clan lingkungan perusahaan yang pembiayaannya diambil 
dari APBD, untuk itu kami meminta kepada pemerintah harus 
transparnn dan nkutanbilitas sesuai clengan prinsip pemakaian 
clana APBD, dan tidak menjadi alal politil< dari kepnla daerah atau 
instansi-instasi tertentu. 

c. Pcrda Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini 
hcrtujuan untuk kepentingan masyarakat maka i1:1plikasinya juga 
hants mel ibatkan masyarakat tersebut. 

d. Karna ruang lingkup perda ini ~dalah Daerah Sumatera Barat, 
kami meminta agar program Tanggungja,vab sosial dan 
I ingkungan perusahaan sebagai mana pasal 10 pad a ranperda in·i 
harus mempunya1 azaz keadilan dan pemerataan dalam 
pclaksanaannya. 



4. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Jalan 
Pada masa kolonial Belanda, transportasi di Sumatera Barat paling 
maju di antara daerah-daerah di luar Jawa. Angkutan tradisional 
pedati, bendi, atau kuda beban digantikan angkutan massal modern. 
Pertumbuhan jalan juga pesat. Sejak awal-awal kolonial Belanda, 
sctelah perang padri abad ke-19, orang-orang diarak pergi rodi untuk 
mcmbnngun jalan-jalan. Nagari-nagari hampir seluruhnya dapatjatah 
clan tanggungjawab memenuhi kouta rodi. Datuk-datuk berperan 
sebagai tukang arak, kalau ada yang mnngkir rodi, diclenda, atau 
clipascbankan (dipenjara). Apa mau dikata,, orang Minangkabau kalah 
pcrang, padri tet:j ungkang, terpaksalah keingi nan Be Ianda d ituruti. 
Orang Belanda cerdik pula, disuruhnya orang rodi, dikatanya 'untuk 
kcmajuan anak negeri', tetapi kcnyataannya men'ang pihak kolonial 
yang lebih banyak menangguk untung. Jalan-jalan utama ditetapkan 
pajak jalan. Kalau membawa barang pajaknya lebih besar lagi. 
lstilahnya kalau di .Jawa adalab 'bea to!', kalau eli sini namanya 
'pajak jalan'. Namun, dengan cara berdarah-darah itu pertumbuhan 
jalan eli Sumatera Barat tumbuh pesat. Kini, sulit kita untuk 
bcrbangga atas pertumbuhan jalan karena sudah bayak yang 
bcrlobang eli akibatkan oleh angkutan-angkutan para pengusahlyang 
telah mengakibatkan kerusakan, pajak yang di berikan tidak setimbal 
dcngan yang dirusak. 

Dikaitkan dengan kondisi saat sekarang dengan kajian naskah 
akademik bahwa permasalahan tentang pemanfaatan dan penggunaan 
jalan sangat memprihatinkan, bahwa telah terjadi penggunaan jalan 
yang telah menyalahi aturan-aturan yang berlaku dan ketidak 
mnmpuan pemerintah dalam hal pcnertiban terhadap yang 
melanggar, karenu pemerintah clacrah tclah mcnyadari hal ini maka 
kami memberikan saran perda ini harus mcjacli payung hukum dalam 
menerupkan kedisiplinan pt,::manfatan dan penggunaan jalan. 



'idang Dewan yang Tehormat, 

lemikian penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, 
KB & PBB DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna kali 

I 

1i. Atas perkenan dan kesabarannya, l~ami sampaikan banyak terima 
asih. Akhirnya apabila ada kata-kata yan'g kurang berkenan kami mohon 
war 

,1 assalamu 1alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, 

1ERDEKA!!! 

Padang, 19 Mei 2015 

FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB 
I 

IH:WAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMBAR 
PERIODE 2014-2019 

' 

Ketu Sekretaris 

ALBERT HENDRA LUKMAN, SE 

CHANIAGO SH 
Juru l3icara 


